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Pada hari ini Selasa, tanggal Dua Puluh Dua, bulan September, tahun Dua Ribu Dua Puluh (22 -
09 - 2020) bertempat di Denpasar, kami yang bertanda-tangan di bawah ini:

I.  Prof. Dr. dr. 1 Ketut Suyasa, Sp.B..Sp.OT (K) selaku Dekan Fakultas Kedokteran
Universitas Udayana, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Udayana
Nomor 707/UN14/KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas
Kedokteran Universitas Udayana tanggal 27 September 2017, dalam jabatannya tersebut
bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, berkedudukan
dan berkantor di Jalan PB Sudirman, Denpasar. Selanjutnya disebut PIHAK KESATU; dan

I[I. drg. Claudia Surjadjaja, MPH, MSc, DrPH, selaku Direktur Eksekutif Yayasan Alliance
For Emerging and Re-emerging Infectious Discase Threats in Asia (ALERTAsia)
berdasarkan keputusan Rapat Tahunan Yayasan tanggal 14 Desember 2009 dan Surat
Keterangan Penunjukkan No. ADM.38.VIII-15.vol 5, dalam hal imi bertindak untuk dan
atas nama Yayasan ALERTAsia yang berkedudukan di Gedung Sarana Jaya 3 Lantai 3, J1.
Rawamangun 59 C, Jakarta 10570. Selanjutnya disebut sebagai PITHAK KEDUA.
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PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-
masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a,

bahwa PIHAK KESATU adalah salah satu unsur pelaksana akademik Universitas
Udayana berdasarkan Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Hmu Pengetahuan
No 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar tertanggal 19
Agustus 1962;

bahwa PIHAK KEDUA adalah badan hukum yang berbentuk Yayasan berdasarkan
Akta Pendirian Nomor 14 tanggal 27 Januari 2006 yang disahkan melalui Keputusan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-
1093.HT.01.02.TH 2006 yang merupakan aliansi para ilmuwan, dokter, dan orang-
orang yang mempunyai komitmen untuk mencegah dan menanggulangi resiko dan
dampak medis, sosial, maupun ekonomi yang ditimbulkan oleh penyakit infeksi
menular baru (emergence) maupun yang timbul kembali (re-emergence) di Asia,
khususnya Asia Tenggara; dan

bahwa PIHAK KEDUA menerima permohonan pendanaan dari Direktorat Surveilans
dan Karantina Kesehatan, DITJEN P2P Kementerian Kesehatan, tentang Proposal
Kegiatan Studi Sero-Survei Epidemiologi COVID-19 di Propinsi Bali Tahun 2020
berdasarkan proposal yang dikirimkan PIHAK KESATU ke Direktorat Surveilans dan
Karantina Kesehatan, Nomor 69/UN14.2.2.VIIL2/LL/2020 tertanggal 22 Juli 2020;
dengan maksud agar PIHAK KEDUA dapat memfasilitasi pembiayaan pelaksanaan
studi tersebut yang akan diselenggarakan oleh PIHAK KESATU dalam rangka
peningkatan mutu pendidikan dan pengembangan potensi sumber daya mahasiswa
strata 52 (Magister) Program Studi Magister llmu Kesehatan Masyarakat Peminatan
Epidemiologi Lapangan guna melahirkan insan terbaik bangsa yang wmemiliki
pemahaman kebangsaan secara komprehensif, integritas dan kredibilitas tinggi,
berkepribadian unggul, moderat, serta peduli terhadap kehidupan bangsa dan negara;

d. bahwa PIHAK KEDUA menerima permohonan tersebut pada huruf ¢;

PIHAK KESATU bersedia untuk menyiapkan sarana dan prasarana sebagaimana
dimaksud pada butir ¢ dengan melengkapi persyaratan yang dibutuhkan oleh PIHAK
KEDUA dan melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir a di atas
dengan tim yang berkualitas pada bidangnya.
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Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat saling mengikatkan diri dalam
Perjanjian Kerja Sama tentang Sero-survey Untuk Melihat Prevalensi Infeksi SARS CoV-2
Pada Masyarakat (selanjutnya disebut Perjanjian) dengan ketentuan dan syarat sebagai
berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Perjanjian adalah membuat komitmen bersama antara PARA PIHAK untuk dapat
menyelenggarakan kerja sama dalam Pelaksanaan Sero-survey Untuk Melihat Prevalensi
Infeksi SARS CoV-2 Pada Masyarakat, Program Studi Magister [lmu Kesehatan Masyarakat
Peminatan Epidemiologi Lapangan di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

(2) Tujuan Perjanjian ini adalah untuk mempermudah pemberian seluruh pembiayaan dari
Yayasan ALERTAsia dalam pelaksanaan Sero-survey untuk melihat prevalensi infeksi SARS
CoV-2 pada masyarakat oleh Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat Peminatan
Epidemiologi Lapangan di Fakultas Kedokteran, Universitas Udayana dengan jumlah dana
sebesar Rp. 1.209.482.500,- (Satu Milyar Dua Ratus Sembilan Juta Empat Ratus Delapan Puluh
Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Pasal 2
LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Perjanjian adalah pemberian pembiayaan berupa:

a. Penyusunan proposal dan instrument serta ujicoba di kabupaten/kota yang terpilih

b. Peningkatan kapasitas sumber daya yang tetlibat dalam sero-survey ini melalui pelatihan dan
supervisi

¢. Pengumpulan data melalui wawancara dan pengambilan sampel darah dari masyarakat

d. Pengadaan logistik dalam rangka sero-survey

€. Penyusunan laporan dan diseminasi informasi hasil
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Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK KESATU berhak untuk:

a.

menerima bantuan pembiayaan dari PIHAK KEDUA untuk kegiatan yang tercantum
dalam Pasal 2 Perjanjian ini;

. mendapatkan informasi dari PIHAK KEDUA tentang segala sesuatu yang berhubungan

dengan kebijakan bantuan pembiayaan tersebut;
mendapatkan informasi dari PIHAK KEDUA tentang mekanisme bantuan

penyelenggaraan kegiatan PIHAK KESATU

d. menerima pembayaran biaya penyelenggaraan kegiatan dari PIHAK KEDUA;

dapat mengajukan anggaran kegiatan tambahan diluar dari daftar anggaran yang telah
disepakati apabila tidak ada alokasi anggaran dari pihak lain untuk kegiatan tersebut.

(2) PIHAK KESATU berkewajiban untuk:

d.

b.

c.

menyerahkan rencana kerja untuk kegiatan yang akan dilaksanakan kepada PIHAK

KEDUA;
menyelenggarakan kegiatan seperti yang dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian ini;

mempettanggungjawabkan keuangan kegiatan yang dilaksanakan PIHAK KESATU atas |

pembiayaan yang telah diterima dari PIHAK KEDUA;

d. melaporkan perkembangan kegiatan sero-survey kepada PIHAK KEDUA setiap bulan;

(3) PIHAK KEDUA berhak untuk:

a.
b.

[

menerima rencana kerja yang telah disusun oleh PIHAK KESATU;

menerima laporan pertanggungjawaban keuangan kegiatan yang dilaksanakan PIHAK
KESATU;

menerima laporan perkembangan kegiatan sero-survey setiap bulan;

d. memberikan teguran secara lisan dan/atau tertulis kepada PIHAK KESATU selaku

pelaksana kegiatan ini jika terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan yang
telah disepakati dalam Perjanjian ini.

(4) PTHAK KEDUA berkewajiban untuk:

a

menyediakan bantuan dana kepada PIHAK KESATU untuk kegiatan yang tercantum
dalam Pasal 2 Perjanjian ini tepat wakitu;

b. mengawasi penggunaan dana program yang dilaksanakan oleh PIHAK KESATU;
¢. mempertimbangkan usulan kegiatan tambahan dari PIHAK KESATU dengan melihat

ketersediaan dana yang ada.
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Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang ditimbulkan dari pelaksanaan perjanjian kerja sama ini tertuang dalam
kerangka kerja dan anggaran yang tercantum dalam lampiran Perjanjian sebagai bagian
yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;

PARA PIHAK sepakat untuk mematuhi dan menjalankan seluruh Peraturan Perpajakan
yang berlaku dan berhubungan dengan Perjanjian ini;

Pembiayaan studi Sero-survey Untuk Melihat Prevalensi Infeksi SARS CoV-2 Pada
Masyarakat yang akan dilaksanakan oleh PIHAK KESATU akan dibayarkan berdasarkan
pengajuan anggaran setelah penandatanganan Perjanjian ini.

Pasal 5
MEKANISME PEMBIAYA AN

Pembiayaan atas pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini
dilakukan PIHAK KEDUA berdasarkan surat tagihan (Invoice) melalui transfer ke rekening
bank PIHAK KESATU yang dibayarkan ke dalam 2 (dua) termin, yaitu:

a. Termin I (Pertama) sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari nilai anggaran yang diajukan
setelah ditandatanganinya Perjanjian ini;

b. Termin IT (Kedua) sebesar nilai sisa dari total pengelraran yang dilaporkan oleh PIHAK
KESATU dikurangi nilai dana yang telah dibayarkan pada Termin I oleh PIHAK KEDUA
sesuai ayat (1) a. di atas setelah PIHAK KESATU menyerahkan laporan pelaksanaan
kegiatan dan pertanggungjawaban pembiayaan dana kepada PIHAK KEDUA;

Dalam melakukan transaksi seluruh biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas
oleh masing-masing PTHAK, wajib menggunakan dan melalui rekening sebagai berikut:

Rekening PIHAK KESATU :

Bank : BNI KCU Denpasar

Nomeor Rekening : 9883335502110200

Atas nama : Rekening Virtual Account Fakultas Kedokteran

NPWP : 00.173.489.6-905.00 (a.n. Universitas Udayana Sekretariat

Utama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan)

Paraf lﬂ(/j’
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Pasal 6
JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan selesainya pelaksanaan Sero-
survey Untuk Melihat Prevalensi Infeksi SARS CoV-2 Pada Masyarakat selama 5 (lima) bulan;
Perjanjian ini berakhir apabila:

a. Masa waktu Perjanjian ini berakhir; atau

b. Adakeadaan kahar (force majeure);

Dalam hal Perjanjian ini berakhir sebelum jangka waktu berakhimya Perjanjian, harus
berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis dari salah satu
PIHAK kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelummya.

Pasal 7
FORCE MAJEURE

Masing-masing PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan
dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau
diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing PIHAK yang digolongkan
sebagai force majeure.

Peristiwa yang dapat digolongkan force majeure antara lain dan tidak terbatas pada bencana
alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencutian,
sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi /moneter, dan
regulasi Pemerintah yang berpengaruh secara langsung pada pelaksanaan Perjanjian ini.
Peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diberitahukan secara tertulis
oleh PIHAK yang tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada PIHAK lain selambat-
lambatnya 7 (tujuh) hari sejak berhentinya peristiwa dimaksud.

Bilamana dalam 7 (tujith) hari sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak
ada tanggapan dari PIHAK yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap telah disetujui oleh PIHAK tersebut.

Force majeure sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan Perjanjian, dan
berdasarkan kesiapan kondisi PARA PIHAK dapat melangsungkan Perjanjian sebagaimana
mestinya.
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Pasal 8
PENYELESAIAN SENGKETA

{1) Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan antara PARA PIHAK sehubungan
dengan Perjanjian ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

(2) Apabila tidak tercapai kata mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PARA
PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Kota
Denpasar.

Pasal 9
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

(1) Hak kekayaan intelektual khususnya mengenai hak cipta dari materi yang disediakan oleh
PIHAK KESATU atau FIHAK KEDUA yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan
berdasarkan Perjanjian ini akan tetap berada pada pihak sumber.

(2) Hak kekayaan intelektual yang dihasilkan dari kerja sama kedua belah PIHAK akan
dipegang oleh kedua belah PIHAK dan penggunaan materi tersebut harus memiliki izin
yang sesuai dari kedua belah PIHAK yang selanjutnya akan diatur dalam perjanjian

tersendiri.

Pasal 10
KORESPONDENSI

(1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirimkan oleh masing-masing

PIHAK kepada PIHAK lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan Perjanjian ini,
dilakukan secara tertulis melalui koresponden dengan alamat sebagai berikut:

Paraf 174( /
Paraf 2 ge
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PIHAK KESATU:

Program Studi Magister [lmu Kesehatan Masyarakat ¢.q Peminatan Epidemiologi Lapangan

Alamat :Jalan PB. Sudirman, Denpasar

Telepon : 0361-4744646

Up : Dr. dr. Anak Agung Sagung Sawitri, MPH (Ketua Departemen Kesehatan
Masyarakat dan Kedokteran Pencegahan dan Koordinator Peminatan
Epidemiologi Lapangan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana

PIHAK KEDUA:

Yayasan ALERT Asia

Alamat : Gedung Sarana Jaya 3, Lt. 3, ] Rawamangun no 59 C, Jakarta 10570
Telepon :021 - 21480009

U.p : Shanti Gayatri, MCom, Manajer Operasional

(2) Apabila salah satu PIHAK atau PARA PIHAK bermaksud untuk melakukan perubahan
alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka PIHAK atau PARA PIHAK yang
bermaksud melakukan perubahan alamat terlebih dahulu harus memberitahukan secara
tertulis kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum
perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

(1) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tanpa didahului dengan
pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, maka korespondensi yang ditujukan
ke alamat sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dianggap tetap berlaku dan sesuai dengan
Perjanjian ini.

Pasal 11
ADENDUM

Dalam hal terdapat perubahan dan/atau tambahan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, akan diatur
dalam adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Perjanjian ini.

Paraf 1/.1.. / /f"

Paraf2 ....

Hal 8 dari ¢



Paegal 12
PENUTUF

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di atas
kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi PARA PIHAK dan
berlaku sejak ditandatangani.

PIHAK KEDUA PIHAK KESATU
YAYASAN ALLIANCE FOR EMERGING FAKULTAS KEDOKTERAN
AND REEMERGING INFECTIOUS UNIVERSITAS UDAYANA,

DISEASE THREATS IN ASIA,
A,
P
erg. Claudia Surjadjaja, MPH, MSc, DirPH @“I"ro sa, Sp.B..Sp.OT (K);f
Direktur Eksekutif Dekan Fakultas Kedokteran
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PERJANJIAN KERJASAMA
Antara
RUMAH SAKIT ORTOPEDI PROF. DR. R. SOEHARSO SURAKARTA
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Pada hari ini Jum’'at tanggal Dua Puluh Sembilan bulan November tahun Dua Ribu
Sembilan Belas (29-11-2019), bertempat di RS Ortopedi Prof. Dr. R Soeharso Surakarta
yang beralamat di JI. Jend. Ahmad Yani Pabelan Surakarta, kami yang bertanda tangan
di bawah ini :

AAA

‘.

1. Dr. dr. Pamudji Utomo, Sp.OT (K), Direktur Utama Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr.
R. Soeharso Surakarta yang berkedudukan di JI. Jenderal A. Yani Pabelan Kartasura
yang oleh karena jabatannya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Rl, Nomor :
KP.03.01/Men Kes /4392015 tanggal 11 November 2015 tentang Pengangkatan
Direktur Utama Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soerharso
Surakarta yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA,

AAA

AAAA

2. Dr. dr. | Ketut Suyasa, Sp.B., Sp.OT (K) Dekan Fakultas Kedokteran Universitas
Udayana Bali yang berkedudukan di JI. PB Sudirman Denpasar Bali yang oleh
karena jabatannya berdasarkan Surat Keputusan Rektor, Nomor: 707/UN14/KP/2017
tanggal 27 September 2017 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran
Universitas Udayana Bali yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program
Studi Fisioterapi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Bali yang selanjutnya
disebut PIHAK KEDUA.

Yy

V.

\AAJ

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK
sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam Pelaksanaan Pendidikan, Pelatihan,
Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Pengembangan limu di Bidang Kesehatan di
lingkungan Rumah Sakit Ortopedi Surakarta, menurut ketentuan sebagaimana tercantum

V.
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LANDASAN HUKUM PERJANJIAN KERJASAMA

Peraturan Perundangan yang mendasari penyusunan pedoman ini meliputi :

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggl (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5336);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153),

Undang-Undang Nomor 368 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301),

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5500);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Pengelolaan Dan
Penyelenggaraan Pendidikan;

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman
Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa,
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia no 1088/MENKES/SK/XI/2008
tentang Pedoman klisifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan;

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 93 Tahun 2015 Tentang Rumah Sakit
Pendidikan;

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional
Pendidikan,

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem
Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
193);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063),

Peraturan Menten Kesehatan Republik Indonesia Nomor :
838/MenKes/Per/VII/2007 tanggal 20 Juli 2007 tentang Organisasi Dan Tata Keqa
Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R, Soeharso Surakarta;

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 52 Tahun 2018 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta,
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0189/0/Tahun 1995 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana.
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BAB |
Pasal 1
KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan :

(1) Rumah Sakit Ortopedi Prof Dr. R. Soeharso adalah Unit pelaksana teknik di
lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan yang memberikan pelayanan
kesehatan dibidang orthopedi rehab medik, rawat jalan, rawat inap, bersifat dasar
sampai sub spesialistik dan penunjang lainnya;

(2) Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Bali adalah Institusi Pendidikan yang
melaksanakan program pendidikan kesehatan terdin dan enam (6) prodi salah
satunya adalah program studi Fisioterapi;

(3) Pembimbing Klinik adalah Karyawan sesuai profesinya yang ditunjuk oleh Rumah
Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta untuk membimbing dan mengarahkan
mahasiswa selama menjalankan praktik/kepaniteraan kiinik. Kompetensi Pembimbing
Kiinik tidak semata berdasarkan pada tingkat pendidikan namun juga pada
pengalaman dan keahlian;

(4) Peserta didik adalah Mahasiswa Program Studi Profesi Fisioterapl Fakultas
Kedokteran Universitas Udayana Bali.
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BAB Il
Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Kerjasama ini berasaskan saling membantu dan saling mendapatkan manfaat secara
timbal balik sesuai dengan peraturan yang ada;
(2) Kerjasama ini dimaksudkan untuk melaksanakan fungsi pengabdian Rumah Sakit di
bidang pendidikan,
(3) Kerjasama ini bertujuan untuk :
a. Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan bagi peserta didik Program Studi
Profesi Fisioterapi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Bali.
b. Meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap peserta didik Program Profesi
Studi Fisioterapi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Bali.
¢. Menunjang dan meningkatkan mutu pelayanan dan pendidikan di bidang
peningkatan dan pengembangan ketrampilan klinikk pada khususnya serta
kesehatan pada umumnya.
(4) Kerjasama ini bermanfaat pada peningkatan fungsi pelayanan kesehatan di Rumah
Sakit Ortopedi Prof Dr. R. Soeharso Surakarta.
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BAB Il
Pasal 3
RUANG LINGKUP DAN WILAYAH KERJA
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Ruang Lingkup dan Wilayah kerjasama meliputi : .
(1) Ruang lingkup kerjasama ini adalah dalam bidang pendidikan, pelatihan, penelitian
dan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Ortoped| Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta;
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(2) Lokasi dan wilayah praktik adalah di Lingkungan Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R.
Soeharso Surakarta.

BAB IV
Pasal 4
TANGGUNG JAWAB BERSAMA

(1) PIHAK PERTAMA melalul unit kerja terkait bertanggung jawab atas pelaksanaan
kegiatan praktik dari PIHAK KEDUA;

(2) PIHAK PERTAMA melalul unit kerja terkait memberikan pembinaan kepada peserta
didik yang melaksanakan kegiatan praktik di PIHAK PERTAMA sehingga selaras dan
sesuai dengan prosedur kerja di Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso
Surakarta;

(3) PIHAK KEDUA bertanggung jawab pada pembekalan materi praktik, pembinaan budi
pekerti dan kedisiplinan peserta didik yang menjalankan kegiatan praktik di PIHAK
PERTAMA;

(4) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA melalui unit kerja terkait secara bersama-
sama bertanggung jawab dalam hal :

a. Menetapkan jenis, volume, penanggung jawab, waktufjadwal kegiatan serta
ketentuan administrasi peserta didik.

b. Memperiancar proses [ kegiatan pelayanan kepada pasien tanpa‘

mengesampingkan proses / kegiatan praktik.
c. Meningkatkan kualitas pengetahuan, ketrampiian, dan sikap / budi pekerti kepada
peserta praktik.

BAB V
KEWAJIBAN DAN HAK PARA PIHAK
Pasal 5
KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) PIHAK PERTAMA berkewajiban :

a. Menyediakan lahan dan pembimbing lapangan untuk pelaksanaan kegiatan
praktik sesuai kebijakan dan kondisi yang ada di Rumah Sakit;

b. Memberikan bimbingan dan penilaian oleh Pembimbing yang telah ditunjuk
sesuai dengan pedoman yang telah disusun;

c. Memberikan informasi yang diperlukan oleh Institusi Pendidikan yang terkait
dengan program praktik kepada PIHAK KEDUA,

d. Memberikan hasil evaluasi para peserta didik yang berhubungan dengan kegiatan
praktik kepada PIHAK KEDUA;

e. Menerbitkan Surat Keterangan telah melaksanakan Praktik Klinik sesuai hasil
evaluasi pelaksanaan,

f. Menyerahkan kembali mahasiswa bila telah selesal praktik.

Paraf
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(2) PIHAK KEDUA berkewajiban :

Menginmkan peserta didik dengan jumlah dan kompetensi sesuai kesepakatan
dari PIHAK PERTAMA,

. Menyiapkan kelengkapan praktik klinlkk peserta didik, seperti buku panduan
pelaksanaan PKL, form penilaian PKL, dan kuliah pembekalan sebelum PKL,

. Mematuhi semua ketentuan dan prosedur yang berlaku di RS Ortopedi Prof. Dr. R.
Soeharso Surakarta;

. Mengirimkan periengkapan untuk ID Card sebelum pelaksanaan kegiatan praktik;

. Menyelesaikan administrasi yang terkait dengan segala konsekuensi biaya yang
timbul akibat adanya kegiatan praktik,
Mengganti fasilitas / alat sesuai spesifikasinya dan atau menutup kerugian bila
terjadi sesuatu kerusakan oleh peserta didik;

. Memberikan umpan balik pelaksanaan program praktik kepada PIHAK PERTAMA
secara lisan dan tertulls;

. Menjaga kerahasiaan pasien sesuai dengan ketentuan perundangan yang
beriaku.

Pasal 6
HAK PARA PIHAK

(1) PIHAK PERTAMA berhak :

. Mengusulkan perubahan waktu dan jumiah praktikan apabila lahan belum
memungkinkan,

. Menerima peserta didik dengan jumiah dan kompetensi sesual kesepakatan;

. Menerima kelengkapan untuk ID Card sebelum pelaksanaan kegiatan praktik;

. Menerima administrasi yang terkait dengan segala konsekuensi biaya yang timbul
akibat adanya kegiatan praktik;

. Mengembalikan peserta didik kepada Institusi Pendidikan bila yang bersangkutan
telah terbukti melanggar disiplin dan ketentuan yang berlaku di RS Ortopedi Prof.
Dr. R. Soeharso Surakarta;

Meminta ganti rugi apabila terjadi sesuatu kerusakan oleh peserta didik.

FYYYYPYYYYY
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(2) PIHAK KEDUA berhak :

. Memperoleh ijin menggunakan atau mendapatkan informasi mengenai prosedur
pengoperasian alat/fasilitas untuk mencapai tujuan praktik;

. Mendapat fasilitas lahan dan pembimbing lapangan untuk peserta didik dalam
pelaksanaan kegiatan praktik;

. Menerima bimbingan dan penilaian oleh Pembimbing yang telah ditunjuk sesuai
dengan pedoman;

. Mendapatkan hasil evaluasi peserta didik paling lambat 2 (dua) bulan setelah
praktik klinik selesai;

. Menerima Surat Keterangan telah melaksanakan Praktek Klinik sesuai hasil
evaluasi pelaksanaan Praktik Klinik;
Memperoleh tanggapan atas umpan balik yang telah disampaikan kepada PIHAK
PERTAMA.
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BAB VI
Pasal 7
PENDANAAN
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(1) PIHAK KEDUA berkewajiban membayar Biaya Perjanjian Kerjasama sebesar
Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan
peraturan tentang tarif yang berlaku di PIHAK PERTAMA,

(2) Besaran biaya praktik kiinlk dan segala konsekuensi biaya yang timbul akibat adanya
kegiatan praktik yang dibebankan kepada PIHAK KEDUA, adalah sesuai dengan
peraturan tentang tarif yang berlaku di PIHAK PERTAMA. Dan akan menyesuaikan
jika terjadi perubahan tanf di PIHAK PERTAMA,;

(3) Biaya praktik wajib dibayarkan kepada bendahara PIHAK PERTAMA paling lambat
hari terakhir stase, dan tagihan PIHAK PERTAMA diterima PIHAK KEDUA 1 (satu)
Minggu setelah pelaksanaan orientasi mahasiswa praktik di PIHAK PERTAMA
melalui transfer di Rekening Bank Mandiri 138-000-2002-330 atas nama RS Ortopedi
Penerimaan 028 RPL RSOP Dr, R, Soeharso Surakarta, bukti transfer mohon untuk
disampaikan ke Bagian Pendidikan dan Penelitian (DIKLIT RSO) Telp.(0271) 714458
ext 125;
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BAB VI
Pasal 8
PENELITIAN

AdA
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(1) Penelitian yang dilakukan disamping bermanfaat untuk kepentingan bidang
kedokteran, juga harus bermanfaat untuk RS Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso
Surakarta dan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Bali;

(2) Dosen atau peserta didik yang ingin melakukan penelitian di RS Ortopedi Prof. Dr. R.
Soeharso Surakarta baik yang menggunakan subyek manusia atau bukan, harus
mendapat persetujuan teriebih dahulu dari PARA PIHAK dan harus lulus dari laik-etik
(ethical clearance) yang dilakukan PIHAK PERTAMA atau pihak yang ditunjuknya
dan juga harus lulus dan laik-etik (ethical clearance) yang dilakukan PIHAK KEDUA
atau pihak yang ditunjuknya;

(3) Hak atas kekayaan intelektual terhadap penelitian yang dilakukan dosen atau peserta
didik tersebut, diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang beriaku.

AAAAAA

Al

"V""""""""V"V"'"""'"'V"V"'V"'V"'V"'V"VV"""""V""V""V V""""""V"'V""' v

AAAAAALA

AAAAAAAAAAS

BAB Vill
Pasal 9
PEMBIMBING KLINIK

(1) Pembimbing Kliinik berpendidikan satu tingkat atau lebih diatas peserta praktik
dan/atau berpengalaman minimal 5 tahun dibidangnya;

(2) Pembimbing Kiinik mendapatkan SK Direktur Utama RS Ortopedi Prof Dr. R.
Soeharso Surakarta sebagai Pembimbing Klinik dan/atau Clinical Instruktur (Cl),

(3) Pembimbing Klinik mempunyai kemampuan dan kemauan untuk membimbing, serta
menguasai bidangnya.
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(4) Kriteria Pembimbing Praktik Klinik dari Institusi Pendidikan sesuai dengan peraturan
yang berlaku di Institusi Pendidikan.

BAB IX
DAYA TAMPUNG, AKREDITASI PRODI, DAN JENJANG PENDIDIKAN
Pasal 10
DAYA TAMPUNG (KAPASITAS MAKSIMUM)

Daya tampung peserta didik adalah perbandingan rasio jumlah pembimbing klinik dengan
semua peserta didik praktik klinik maksimal 1:7.

Pasal 11
AKREDITASI DAN JENJANG PENDIDIKAN

Akreditasi dan jenjang pendidikan yang diperbolehkan untuk melaksanakan praktik ilinik
berdasarkan pada aturan :

(1) Akreditasi Prodi dari institusi pendidikan minimal terakreditasi B;

(2) Jenjang pendidikan yang diperbolehkan melaksanakan praktik kiinik adalah:

. Jenjang D-3.

. Jenjang D-4.

. Jenjang S1.

. Jenjang S2.

. Jenjang Profesi.

Jenjang Spesialis.

o000

BAB X
Pasal 12
KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

(1) PARA PIHAK dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain, baik dengan institusi
pendidikan maupun institusi non pendidikan dalam negeri maupun luar negeri,

(2) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tersebut
diatas, dilakukan sesuai dengan peraturan yang beriaku.

BAB XI
Pasal 13
TANGGUNG JAWAB HUKUM

(1) Peserta didik wajib mematuhi peraturan rumah sakit,

(2) Tindakan pelayanan yang dilakukan peserta didik di pelayanan diatur dalam standar
prosedur operasional yang berlaku di Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso
Surakarta ataupun aturan lainnya;

(3) Peserta didik wajib memberikan pelayanan sesual dengan standar kompetensi
profesi,

(4) Apabila terjadi kesalahan tindakan pelayanan yang dilakukan peserta didik di luar
standar prosedur operasional menjadi tanggung jawab peserta didik sendiri,

(5) Peserta didik berhak memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas
sesual dengan profesinya. f
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BAB X1l
Pasal 14
FORCE MAJEUR

Apabila terjadi suatu kejadian di luar kekuasaan kedua belah pihak atau sebab kahar
(Force Majeur) yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakan isi perjanjian kerjasama ini,
maka kedua belah pihak dengan itikad baik dan tercapainya maksud dan tujuan perjanjian
kerjasama ini telah sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapal
kata mufakat dan dengan tidak saling merugikan kedua belah pihak.
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BAB Xiil
PERENCANAAN, PELAKSANAAN, DAN EVALUASI KEGIATAN
Pasal 15
PERENCANAAN

A

PIHAK KEDUA menyerahkan proposal rencana kegiatan praktik di rumah sakit kepada
PIHAK PERTAMA sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sebelum waktu pelaksanaan.
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Pasal 16
PELAKSANAAN
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(1) PARA PIHAK bersama-sama menentukan jadwal pelaksanaan praktik klinik peserta
didik melalui unit kerja terkait masing-masing;

(2) PIHAK KEDUA menyerahkan surat pengantar dan peserta didik yang akan
menjalankan kegiatan Praktik Klinik kepada PIHAK PERTAMA melaiui bagian
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Pendidikan dan Penelitian dan atau unit kerja yang terkait dengan kegiatan tersebut di E E
PIHAK PERTAMA; :’»
(3) Bagian Pendidikan dan Penelitan PIHAK PERTAMA menyerahkan mahasiswa :’:
praktik kepada unit terkait untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan praktik -
klinik mulai dari orientasi sampal dengan penerbitan surat keterangan bagi peserta > :
didik. ;»:
Pasal 17 .
EVALUASI KEGIATAN

' i
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(1) PIHAK PERTAMA memberikan evaluasi hasil praktik klinik kepada PIHAK KEDUA
setelah selesai stase;

(2) PIHAK KEDUA melakukan evaluasi proses minimal 1 (satu) tahun sekali
dikoordinasikan dengan PIHAK PERTAMA.

V.

AAAAAAAAAAAAAAMAAALAAAMAALMABDALMAADAALALAAMAALAAAALALAAALAAALALAALLL
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BAB XIV
Pasal 18
JANGKA WAKTU

AAA

(1) Perjanjian kerjasama inl berlaku sebagai hukum yang mengikat antara kedua belah
pihak sejak tanggal ditandatanganinya surat perjanjian kerjasama ini;
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(2) Surat perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung
mulai tanggal ditandatanganinya surat perjanjian kerjasama ini;

(3) Surat perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan kedua
belah pihak;

(4) Untuk perpanjangan peranjian, PIHAK KEDUA teriebih dahulu mengajukan
permohonan perpanjangan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA;

(5) Surat perjanjian kerjasama ini dapat berakhir dengan berdasarkan :

a. Jangka waktu atau masa berlakunya surat perjanjian telah berakhir.
b. Dikehendaki oleh kedua belah pihak.

(6) Untuk pemberhentian perjanjian karena kehendak para pihak, pihak yang
menghendaki pemberhentian peranjian harus memberitahukan secara tertulis
sekurang - kurangnya 2 (dua) bulan sebelum pengakhiran pernanjian;

(7) Atas pengakhiran perjanjian tersebut tidak menghapuskan kewajiban masing -
masing pihak yang belum terselesaikan.

I AEA
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BAB XV
Pasal 19
PERSELISIHAN

\AAL

(1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini antara kedua belah
pihak, maka akan diselesaikan bersama secara musyawarah dan mufakat.

(2) Apabila kata sepakat tidak dapat dicapal, maka kedua belah pihak sepakat untuk
menyelesaikannya di Pengadilan Negeri Surakarta.

A AAA'AAA'AA AAA.AAA.AAA'AA‘AA'AA‘AA"‘A‘A‘A‘AA‘
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BAB XVi
Pasal 20
KOMUNIKASI
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(1) Semua komunikasi, konfirmasi, dan permintaan dalam hubungannya dengan
perjanjian ini dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan (melalui Telepon).
Apabila datam bentuk tertulis maka harus ditandatangani oleh pihak yang berwenang,
selanjutnya disampaikan ke alamat yang tertera di bawah ini :

PIHAK PERTAMA : Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta

T T Y I r T T T Y YYYFYYYYYYYYTY
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Alamat Pos : Ji. Jend. Ahmad Yani Pabelan Surakarta 57162
Nomor Telepon : 0271 - 714458 >
Nomor Faksimile : 0271 -714058 -
Untuk Perhatian  : Direktur Utama Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. s
Soeharso Surakarta ' >
:
, :
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PIHAK KEDUA . Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Bali

Alamat Pos : JI. PB. Sudirman Denpasar Bali 80232

Nomor Telepon ;0361 -222510

Nomor Faksimile . 0361 - 246656

Untuk Perhatian - Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Bali

Semua pemberitahuan masing-masing pihak berlaku efektif setelah diterima oleh
pihak lain. Semua pemberitahuan yang disyaratkan untuk diberikan berdasarkan
perjanjian ini oleh masing-masing pihak harus dianggap telah diberikan dan dilakukan:

\AAAAAALALALRALLAALALAALIAAALALAALL]

Jika dikirim langsung pada saat pengiriman.
a. Jika dikirm melalui faximile pada saat setelah konfirmasi laporan pengiriman,

kecuall apabila ada laporan dari penerima bahwa transmisi telah dikirim namun
tidak lengkap atau rusak.

b. Jika dikirim melalui tercatat dalam jangka waktu 7 (tujuh) han setelah tanggal
pengiriman surat tercatat dimaksud, Apabila jangka wakiu tersebut bertepatan
dengan hari libur, maka surat dianggap telah diterima pada hari berikutnya.

FYYyYYY
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BAB XViI
« Pasal 21
LAIN-LAIN

A A
22

1) Hal-hal yang belum diatur dalam surat perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian
atas dasar musyawarah dan mufakat.

2) Apabila ada hal — hal yang perlu diubah dalam perjanjian atau ada penambahan
klausul maka akan dibuat Addendum tersendin yang merupakan bagian tak
terpisahkan dari perjanjian ini,

AAAAA
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UNIVERSITAS UDATYANA

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG

DENGAN

FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS UDAYANA

NOMOR
NOMOR

484 /UNIMUS.J/DN/2020
06/UN14.2.2/KS/2020
TENTANG

BAKTI SOSIAL KESEHATAN GIGI DAN MULUT

Pada hari ini Sabtu, tanggal delapan, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh
(08-02-2020), bertempat di Denpasar, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

drg. Budiono, M.Pd.

Prof. Dr. dr. I Ketut Suyasa,
Sp.B. Sp.OT(K)

Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas
Muhammadiyah Semarang, bertindak untuk
dan atas nama Fakultas Kedokteran Gigi
Universitas Muhammadiyah Semarang,
berkedudukan di Jalan Kedungmundu Raya
Nomor 22 Semarang Jawa Tengah 50272,
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;

Dekan Fakultas Kedokteran Universitas
Udayana, selaku Dekan Fakultas Kedokteran
Universitas Udayana, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Universitas Udayana,
yang berkedudukan di Jl. P.B. Sudirman,
Dangin Puri Klod, Kec. Denpasar Barat, Kota
Denpasar, Bali 80232, yang aelanjutnya
disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA
PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

Pihak 1

Pihak 2 k}_




PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa PARA PIHAK bermaksud melakukan kegiatan pengabdian kepada
masyarakat.

b. bahwa PARA PIHAK memiliki Sumber Daya Manusia yang mampu bersinergi
untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk saling
mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama di Bidang Pengabdian pada
Masyarakat, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Perjanjian ini dimaksudkan untuk saling memanfaatkan sumber daya
masing-masing PIHAK dalam pelaksanaan Kolaborasi Pengabdian Kepada
Masyarakat dengan Judul “Bakti Sosial Kesehatan Gigi dan Mulut
Kolaborasi”;

Perjanjian ini bertujuan untuk:

(2)

(3)

a)
b)
c)

d)

Merealisasikan pengabdian kepada masyarakat sebagai salah satu isi dari
Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai
kesehatan gigi dan mulut.

Meningkatkan kualitas hidup masyarakat terutama dalam hal kesehatan
gigi dan mulut.

Mengembangkan jaringan kerja sama Institusi Pendidikan Dokter Gigi
(IPDG) di Indonesia.

Mengaplikasikan manajemen perilaku masyarakat dan tindakan yang
berorientasi pada prinsip hidup sehat melalui pendekatan yang kreatif,
inovatif, dan normatif dengan memanfaatkan iptekdokgi dan kearifan
lokal.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini merupakan kolaborasi antara .
Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Muhammadiyah Semarang, Fakultas
Kedokteran Gigi Universitas Mahasaraswati Denpasar, Fakultas Kedokteran
Gigi Institut Ilmu Kesehatan Kediri dan Program Studi Kedokteran Gigi
Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Denpasar.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini adalah pelaksanaan kegiatan Pengabdian pada
Masyarakat.

Pihak 1
Pihak 2




Pasal 3
PEMBIAYAAN
Dalam pelaksanaan kegiatan dalam Perjanjian ini PARA PIHAK. akan
menanggung biaya mencakup lupsum, transpor, dan akomodasi.
Pasal 4
WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

(1) Kegiatan dari Perjanjian ini dilaksanakan pada tanggal 8 Februari 2020 dan
dapat diperbaharui/diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

(2) Kegiatan dari Perjanjian ini dilaksanakan di MTs Negeri 1 Jembrana,
Kelurahan Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali.

(3) Pengakhiran Perjanjian ini tidak membebaskan PARA PIHAK untuk
menyelesaikan kewajibannya yang sedang berjalan.

Pasal 5
SANKSI

(1) Salah satu PIHAK wajib menyampaikan teguran secara tertulis kepada
PIHAK lain yang melakukan pelanggaran atas ketentuan yang telah
disepakati bersama dalam Perjanjian ini, yang dibuktikan dengan bukti
otentik.

(2) Apabila salah satu PIHAK telah menyampaikan teguran sebagaimana telah
disebut dalam ayat (1) pasal ini 3 (tiga) kali berturut-turut, dan dalam jangka
waktu 1 (satu) bulan sejak teguran ke 3 (tiga) disampaikan belum ada
perbaikan, maka PIHAK yang melakukan pelanggaran dapat dikenakan
sanksi berupa pembatalan Perjanjian.

(3) Pembatalan Perjanjian ini tidak membebaskan PARA PIHAK untuk
menyelesaikan kewajibannya yang sedang berjalan.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
(1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terdapat perselisihan atau
ketidaksesuaian pendapat di antara PARA PIHAK, akan diselesaikan dengan
cara musyawarah untuk mufakat.
(2) Apabila ketentuan ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk
menyerahkan penyelesaian perselisihan di Pengadilan Negeri setempat.

Pasal 7
FORCE MAJEURE
(1) Masing-masing PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan
atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam

Pihak 1
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Perjanjian yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar
kekuasaan masing-masing PIHAK yang digolongkan sebagai force majeure.

(2) Peristiwa yang dapat digolongkan force majeure sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) pasal ini adalah tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi,
taufan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi,
huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada
Perjanjian ini.

(3) Apabila terjadi force majeure maka PIHAK yang lebih dahulu mengetahui
wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh)
hari setelah terjadinya force majeure.

(4) Keadaan force majeure sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak
menghapuskan Perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi PARA PIHAK
dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

Pasal 8
KETENTUAN LAIN
Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian dalam
Peraturan Pelaksana dan Peraturan teknis yang disepakati oleh PARA PIHAK
dan akan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian.

Pasal 9

PENUTUP
Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan
ditandatangani PARA PIHAK, serta masing-masing mempunyai kekuatan
hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
DEKAN
FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI

Pihak 1
Pihak 2

..\;.é‘c'”



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA
KAB
PEMERINTAH DEN(l;:QTEN BADUNG

UNIVERSITAS UDAYANA

NOMOR: 134.4/6178/PKS/TKKSD-Bda/2019
NOMOR: 45/UN14.2.2/KS/2019

TENTANG
PELAKSANAAN ANALISIS KESIAPAN PENERAPAN
ELEKTRONIC PERSONAL HEALTH RECORD

Pada hari ini Jumat, tanggal Enam, bulan September, tahun Dua Ribu Sembilan Belas
bertempat di Mangupura, kami yang bertandatangan di bawabh ini :

1. dr. 1 Gede Putra Suteja . Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Badung,
berdasarkan Keputusan Bupati Badung Nomor
2556/03/HK/2016 tanggal 29 Desember 2016,
tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil
Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, dalam
hal ini bertindak untuk dan atas nama
Pemerintah Kabupaten Badung, berkedudukan
di Pusat Pemerintahan Mangupraja Mandala,
Jalan Raya Sempidi, Mengwi, Badung, Bali,
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Dr. dr. | Ketut Suyasa, Sp.B, : Dekan Fakultas Kedokteran Universitas
SpOT(K) Udayana, berdasarkan Keputusan Rektor
Universitas Udayana Nomor: 707/UN14/KP/2017
Tanggal 27 September 2017  tentang
Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas
Kedokteran Universitas Udayana Periode 2017 —
2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama Universitas Udayana yang berkedudukan
di Jalan PB Sudirman, Denpasar, selanjutnya
disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK setuju dan
sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Analisis Kesiapan
Penerapan Elektronic Personal Health Record (E-PHR), dengan ketentuan sebagai
berikut:
DASAR PERJANJIAN
Pasal 1

Paraf Pihak Il ’éf Paraf Pihak |



10.

DASAR PERJANJIAN
Pasal 1

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah — daerah
Tingkat Il dalam Wilayah Daerah — daerah Tingkat | Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor
122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian,
Pengembangan dan Penerapan limu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4219);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia No. 4301);

Undang-Undang 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4431);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5336);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5607);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5157);
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Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medis;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis
Tata Cara Kerjasama Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara
Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Daerah:;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja
Sama Perguruan Tinggi;

Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor
34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian
dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah:
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 441/KMK.05/2 tanggal 27
Desember 2011 tentang ditetapkannya Unud sebagai instansi yang menerapkan
pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum:

Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 030/Tahun 2016
tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana;

Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor
367/M/KPT.KP/2017 tanggal 21 Agustus 2017, tentang pengangkatan Rektor
periode tahun 2017-2021;

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kerja Sama
Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah:;

Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan,Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor: 7 Tahun 2018, Tanggal 22 Juni 2018
tentang Prosedur Operasional Baku Kerjasama Akademik dan Non Akademik:

Surat Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 09a/UN14.2/KP/2013 Tanggal
21 Januari 2013 tentang Pembentukan Unit Center For Public Health Innovation
Program Studi llmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas
Udayana 2013; dan
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28. Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Badung dengan Universitas
Udayana Nomor: 134.4/5995/PKS/TKKSD-Bdg/2019 dan Nomor: 60 /UN14/KS/2019
tentang Kerjasama dibidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada
Masyarakat.

MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah terlaksananya pengumpulan,
pengolahan, analisis data serta pelaporan hasil survei Pelaksanaan Analisis
Kesiapan Penerapan Elektronic Personal Health Record (E-PHR) di Fasilitas
Kesehatan Kabupaten Badung.

(2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk menyiapkan Pelaksanaan Analisis
Kesiapan Penerapan Elektronic Personal Health Record (E-PHR) di Kabupaten
Badung yang meliputi :

a. Mengidentifikasi kesiapan sumber daya yang dimiliki oleh fasilitas kesehatan di
Kabupaten Badung dalam penerapan Electronic Personal Health Record (E-PHR)

b. Mengidentifikasi terkait sistem Electronic Personal Health Record (E-PHR) yang
cocok diterapkan sesuai dengan kebutuhan fasilitas kesehatan di Kabupaten
Badung

c. Merumuskan rekomendasi rancangan prototipe sistem Electronic Personal Health
Record (E-PHR) guna mendukung Program KBS.

d. Merencanakan Kebutuhan Biaya Minimal Pengembangan Elektronic Personal
Health Record (E-PHR) sesuai dengan Model yang dirumuskan.

RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

a. Mengkaji Kesiapan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Badung untuk
menerapkan Elektronic Personal Health Record (E-PHR);

b. Mengkaji Kesiapan Infrastruktur Teknologi Informasi di Kabupaten Badung untuk
menerapkan Elektronic Personal Health Record (E-PHR);

c. Menyusun Model Elektronic Personal Health Record (E-PHR) yang sesuai
dengan kebutuhan Pelayanan Kesehatan berupa Alternatif Prototipe Aplikasi;

d. Mengkaji Kebutuhan Biaya Minimal Pengembangan Elektronic Personal Health
Record (E-PHR) sesuai dengan Model yang dirumuskan.

HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 4

(1) Hak PIHAK PERTAMA meliputi :
a. Memperoleh tenaga ahli dalam pelaksanaan kegiatan Analisis Kesiapan
Penerapan Elektronic Personal Health Record (E-PHR) di Fasilitas Kesehatan
Kabupaten Badung;
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b.

Menerima laporan pendahuluan, laporan akhir, dan dokumen kajian dalam
bentuk dokumentasi perpustakaan hasil penyempurnaan laporan akhir, ringkasan
eksekutif dan naskah artikel jurnal iimiah dalam bentuk hardcopy dan softcopy.

(2) Kewajiban PIHAK PERTAMA meliputi :

a.

Menyiapkan anggaran untuk penyelenggaraan kegiatan Pelaksanaan Analisis
Kesiapan Penerapan Elektronic Personal Health Record (E-PHR) di Kabupaten
Badung;

Memberikan petunjuk dan arahan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan
antara lain rapat koordinasi, memfasilitasi PIHAK KEDUA untuk melaksanakan
survei agar tercapainya tujuan dan sasaran kegiatan yang dimaksud;

Memberikan data pendukung terkait Pelaksanaan Analisis Kesiapan Penerapan
Elektronic Personal Health Record (E-PHR) di Kabupaten Badung;

Memonitor dan mengevaluasi kegiatan dan memberikan bantuan lain yang
diperlukan oleh PIHAK KEDUA agar pekerjaan yang dilakukan dapat
dilaksanakan dengan baik.

(3) Hak PIHAK KEDUA meliputi :

a.

Menerima pembayaran atas penyelenggaraan kegiatan Pelaksanaan Analisis
Kesiapan Penerapan Elektronic Personal Health Record (E-PHR) di Kabupaten
Badung;

Menerima petunjuk dan arahan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan
antara lain rapat koordinasi, memfasilitasi PIHAK KEDUA untuk melaksanakan
survei agar tercapainya tujuan dan sasaran kegiatan yang dimaksud:
Memperoleh data pendukung terkait Pelaksanaan Analisis Kesiapan Penerapan
Elektronic Personal Health Record (E-PHR) di Kabupaten Badung;

Data yang dikumpulkan oleh PIHAK KEDUA dapat digunakan untuk kepentingan
pendidikan dan penelitian lebih lanjut, tapi tidak untuk kepentingan komersial.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA meliputi :

a.

Melaksanakan dan menyelesaikan tepat waktu pekerjaan yang dipercayakan oleh
PIHAK PERTAMA dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh PARA PIHAK:
Menyiapkan tenaga ahli dalam pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan Analisis
Kesiapan Penerapan Elektronic Personal Health Record (E-PHR) di Kabupaten
Badung;

Memberikan laporan dan dokumen kajian terkait pelaksanaan kegiatan
Pelaksanaan Analisis Kesiapan Penerapan Elektronic Personal Health Record
(E-PHR) di Kabupaten Badung.

PEMBIAYAAN
Pasal 5

(1) Segala biaya yang ditimbulkan akibat Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Badung
Tahun Anggaran 2019.
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(2) Biaya dimaksud pada Ayat (1) adalah Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga
Ahli PNS sebesar Rp. 139.000.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta rupiah).

TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 6

(1) Pembayaran oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilaksanakan kepada
Personil Tenaga Ahli, setelah pekerjaan selesai dan membuat laporan dan dokumen
pelaksanaan pekerjaan berupa Pelaksanaan Analisis Kesiapan Penerapan
Elektronic Personal Health Record (E-PHR) di Kabupaten Badung beserta
kelengkapannya.

(2) Pajak-pajak yang timbul sehubungan dengan pembayaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sepenuhnya menjadi beban PIHAK KEDUA dan dipungut oleh PIHAK
PERTAMA.

(3) PIHAK PERTAMA menyerahkan bukti pembayaran dan bukti potong pajak untuk
tiap Personil Tenaga Ahli sehubungan dengan pembayaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) kepada PIHAK KEDUA.

(4) PIHAK PERTAMA melaksanakan pembayaran kepada PIHAK KEDUA melalui
rekening bank yaitu:

Nomor :2909201259
Nama : RPL 037 Universitas Udayana untuk Dana Kelolaan BLU
Bank : BNI Cabang Denpasar.

(5) Untuk biaya administrasi dalam rangka pembayaran sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) dibebankan kepada PIHAK KEDUA

JANGKA WAKTU
Pasal 7

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak
tanggal 6 September 2019 sampai dengan 6 Desember 2019.

PELAKSANAAN
Pasal 8

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini untuk PIHAK PERTAMA dilaksanakan oleh
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Badung dan untuk PIHAK KEDUA dilaksanakan
oleh Center For Public Health Innovation (CPHI) Fakultas Kedokteran Universitas
Udayana.

KEADAAN MEMAKSA
Pasal 9

(1) Keadaan memaksa dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah terjadinya
sesuatu peristiwa diluar kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat
dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-
hara, banjir, perang, kebakaran dan lain sebagainya, yang dikuatkan melalui
pernyataan tertulis pihak berwenang.
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(2) Dalam hal salah satu PIHAK terkena peristiwa dalam katagori keadaan memaksa,
maka PIHAK tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya
kepada PIHAK lainnya dengan melampiri pernyataan tertulis pihak berwenang
selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.

(3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi
jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali
Perjanjian Kerja Sama ini.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 10

(1) PARA PIHAK sepakat segala perselisihan yang mungkin terjadi dalam rangka
Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dan
atau diselesaikan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Apabila dalam penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk
menyelesaikan perselisihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
beriaku.

BERAKHIRNYA PERJANJIAN
Pasal 11

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

(2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan PIHAK yang mengakhiri memberitahukan
maksudnya secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan
sebelumnya.

(3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir apabila salah satu PIHAK tidak
melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian.

(4) Pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini dibuktikan dengan adanya
teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali dari PIHAK yang merasa dirugikan.

LAIN-LAIN
Pasal 12

(1) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini atau
perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK akan diatur lebih lanjut dalam
suatu Addendum atas persetujuan kedua belah PIHAK, dan merupakan satu kesatuan
yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
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(2) Bilamana dalam perjanjian ini terdapat suatu ketentuan yang tidak sesuai dengan
peraturan perundang-undangan atau ketentuan hukum, maka hal itu tidak akan
membuat ketentuan-ketentuan lainnya dalam perjanjian ini menjadi batal atau
kehilangan kekuatan hukum dan oleh karenanya PARA PIHAK wajib membuat dan
menandatangani dokumen yang berisikan ketentuan-ketentuan tersebut sebagai
pengganti dari ketentuan yang dilarang atau tidak dapat dilaksanakan

PENUTUP
Pasal 13

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan
tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini dalam rangkap 2
(dua), bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA,
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Naskah Kesepakatan Kerja Sama Swakelola

UNIVERSTTAS UDAYANA

Antara
Biro Perencanaan dan Anggaran
Kementerian Kesehatan
dengan
Fakultas Kedokteran
Universitas Udayana

Nomor: HK.03.01/3.1/4370/2019
Nomor: PKS 49/UN14.2.2/KS/2019

Tentang
Pendampingan Tata kelola Program Kesehatan di Daerah

Pada hari ini, Senin tanggal Tujuh bulan Oktober tahun Dua Ribu Sembilan
Belas (7-10-2019), bertempat di Jakarta kami yang bertanda tangan di bawah
ini:

Nama : Drs. Bayu Teja Muliawan, M.Pharm,MM.Apt.
Alamat : Gedung Prof. Sujudi Lt. 13
Kementerian Kesehatan
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 4-9
Jakarta Selatan, 12950.
Jabatan : Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran

Berdasarkan Surat Keputusan Jabatan Nomor KP.03.01/Menkes/460/2016
(selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA) bertindak untuk dan atas
nama Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Kesehatan.

dan
Nama : Dr.dr. I Ketut Suyasa, Sp.B.,Sp.OT(K)
Alamat : Jl. P.B. Sudirman Kota Denpasar, Bali 80232
Jabatan : Dekan Fakultas Kedokteran

Universitas Udayana

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor:
707 /UN14/KP/2017 tanggal 27 September 2017 (selanjutnya disebut sebagai
PIHAK KEDUA) bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran (FK)
Universitas Udayana
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PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama menyatakan
sepakat dan setuju untuk membuat Naskah Kesepakatan Kerja Sama
dengan ketentuan sebagai berikut:

TUJUAN KERJASAMA
Pasal 1

Naskah Kesepakatan Kerja Sama bertujuan untuk meningkatkan kualitas
pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pihak sesuai kewenangan
yang ada pada Biro Perencanaan dan Anggaran dan Fakultas Kedokteran
sebagai lembaga pemerintah/pendidikan tinggi negeri.

RUANG LINGKUP KERJASAMA
Pasal 2

Naskah Kesepakatan Kerja Sama sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1

(satu) di atas mencakup swakelola untuk peningkatan kemampuan teknis

sumber daya manusia melalui pendampingan terhadap penyusunan rencana

program dan anggaran bidang kesehatan, yang meliputi:

1. Penguatan Program Kesehatan Pusat dan Daerah, dan

2. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana strategis dan program
transfer daerah.

PELAKSANAAN KEGIATAN
Pasal 3

Kesepakatan Kerja Sama ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam surat
perjanjian tersendiri yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA
atau oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh kedua pihak
untuk melaksanakan hal tersebut.

PEMBIAYAAN
Pasal 4

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan Naskah Kesepakatan
Kerja Sama ini akan diatur dan dituangkan dalam Kontrak Swakelola yang
akan disusun lebih lanjut dan ditandatangani oleh pejabat yang
ditunjuk/ditugaskan oleh masing-masing pihak.

JANGKA WAKTU
Pasal 5

Naskah Kesepakatan Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu terhitung

sejak ditandatangani sampai dengan 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang,
diubah maupun diakhiri atas persetujuan kedua belah pihak.
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PENUTUP
Pasal 6

1. Naskah Kesepakatan Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli
masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum
yang sama setelah ditandatangani oleh kedua pihak dan dibubuhi cap
lembaga masing-masing.

2. Hal-hal yang belum diatur dalam Naskah Kesepakatan Kerja Sama ini
akan diatur kemudian atas persetujuan kedua pihak.

3. Naskah Kesepakatan Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani
dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana
mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

OT(K) Drs Basa lej wan.M.Pharm,MM.Apt.
NIP. 3031002
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PERJANJIAN KERJA SAMA =
ANTARA ﬁ

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA

DENGAN
KONI PROVINSI BALI

RLTTIE

NOMOR : 40/UN14.2.2/KS /2019
NOMOR : 510/KONI-BALI/VIII/2019

TENTANG
PENYELENGGARAAN DI BIDANG PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT PADA PROGRAM STUDI MAGISTER FISIOLOGI
KEOLAHRAGAAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA

Pada hari ini Senin, tanggal Dua bulan September tahun Dua Ribu Sembilan
Belas , kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :Dr. dr. [ Ketut Suyasa, Sp.B, Sp.OT, (K)
Jabatan : Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana
Alamat :Jl. P.B. Sudirman Denpasar Bali
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran
Universitas Udayana yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama :Ir. Ketut Suwandi
Jabatan : Ketua Umum KONI Provinsi Bali
Alamat :Jl. Melati No. 1 Denpasar Bali
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KONI Provinsi Bali yang
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut
PARA PIHAK, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam rangka
penyelenggaraan di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada
Program Studi Magister Fisiologi Keolahragaan yang dituangkan dalam pasal-
pasal seperti berikut:



UMUM
Pasal 1

Perjanjian Kerja Sama ini sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara
Universitas Udayana dengan KONI Provinsi Bali Nomor 4560/UN14/KS/2016
dan Nomor 329/KONI-BALI/V/2016 dalam rangka penyelenggaraan di bidang
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada Program Studi Magister
Fisiologi Keolahragaan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

TUJUAN
Pasal 2

Kerja Sama ini bertujuan untuk mewujudkan peningkatan dan keberlanjutan
pelaksanaan pendidikan pada Program Studi Magister Fisiologi Keolahragaan
Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

RUANG LINGKUP
Pasal 3

Perjanjian Kerja Sama ini meliputi bantuan dalam pengembangan pendidikan
dalam bidang penelitian dan pengabdian masyarakat Program Studi Magister
Fisiologi Keolahragaan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 4

HAK PIHAK PERTAMA :
Memanfaatkan tempat PIHAK KEDUA sebagai wahana pendidikan dalam
rangka pengembangan penelitian dan pengabdian masyarakat Program
Studi Magister Fisiologi Keolahragaan Fakultas Kedokteran Universitas
Udayana.

HAK PIHAK KEDUA :
Mendapatkan bantuan dalam rangka pengembangan penelitian dan
pengabdian masyarakat yang dilakukan PIHAK PERTAMA di tempat PIHAK
KEDUA.



KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA :
Menyediakan dan memberikan bantuan kepada PIHAK KEDUA terkait
dengan pelaksanaan pengembangan penelitian dan pengabdian
masyarakat Program Studi Magister Fisiologi Keolahragaan Fakultas
Kedokteran Universitas Udayana.

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA :
Memberikan bantuan dalam rangka pengembangan penelitian dan
pengabdian masyarakat yang disesuaikan dengan kebutuhan PIHAK
PERTAMA.

PELAKSANAAN
Pasal 5

1. Pemberian dukungan dan memfasilitasi bagi tenaga pengajar oleh PIHAK
KEDUA terhadap PIHAK PERTAMA dalam rangka pengembangan proses
belajar mengajar yang akan dilaksanakan secara bertahap dan terus
menerus dengan mengacu kepada Rencana Induk Pengembangan (RIP)
PIHAK PERTAMA,;

2. PARA PIHAK menjaga agar pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak
menyimpang dari tujuan sebagaimana tersebut pada Pasal 2 Perjanjian ini;

3. Jika terjadi kesalahpahaman dan atau perselisihan dalam pelaksanaan
Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah
mufakat oleh PARA PIHAK.

BIAYA
Pasal 6

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini
ditanggung dan menjadi beban PIHAK PERTAMA sesuai dengan kesepakatan
PARA PIHAK yang akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Kerja yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.



JANGKA WAKTU
Pasal 7

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlangsung untuk jangka waktu 5 (lima) tahun
sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan
kesepakatan PARA PIHAK;

2. Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan berakhir sebelum waktunya apabila
terjadi pergantian Jabatan pada PARA PIHAK;

3. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atau diperbaharui selambat —
lambatnya 6 (enam) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

PERALIHAN DAN PENUTUP
Pasal 8

1. Setiap perubahan yang dilakukan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja
Sama ini akan dimusyawarahkan oleh PARA PIHAK;

2. Hal - hal lain yang belum diatur dan ditetapkan dalam Perjanjian Kerja
Sama ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam
suatu Addendum, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Perjanjian Kerja Sama ini;

3. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), yang masing —
masing sama bunyinya dan ditandatangani di atas kertas bermaterai
cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing — masing
untuk PARA PIHAK.

PIHAK\PERTAMA PIHAK KEDUA

*Dr. dr. I Ketut Suyasa, Sp.B, Sp.OT, (K]ﬂ Ir. Ketut Suwandi



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES DENPASAR
DENGAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITS UDAYANA
Nomor: HK.03.01/WD.IIl/ 0835 / 2020 (PIHAK PERTAMA)
Nomor: 02/UN14.2.2/KS/2020 (PIHAK KEDUA)
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, SERTA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Satu bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh yang

bertanda tangan di bawah ini:

1. Anak Agung Ngurah Kusumajaya, SP.,MPH
Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar yang berkedudukan di Jalan Sanitasi
No. 1 Sidakarya Denpasar Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik
Kesehatan Kemenkes Denpasar, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Prof. Dr.dr.| Ketut Suyasa, Sp.B.,Sp.OT (K)
Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Denpasar Bali yang berkedudukan di
Jalan P.B Sudirman Denpasar,dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas
Kedokteran Universitas Udayana, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut
PARA PIHAK, telah bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama dalam bidang
pendidikan, yang meliputi program bantuan tenaga pengajar, penguji, pembinaan dan
pengembangan proses belajar mengajar; penelitian serta pengabdian kepada masyarakat
dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
DASAR DAN KETENTUAN

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan dan membina hubungan kelembagaan antara
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan memanfaatkan kemampuan masing-masing
pihak dalam melaksanakan, mengembangkan dan meningkatkan kualitas dalam bidang
pendidikan, yang meliputi program bantuan tenaga pengajar, penguji, pembinaan dan
pengembangan proses belajar mengajar; penelitian serta pengabdian kepada masyarakat

Pasal 2 |

RUANG LINGKUP

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud Pasal 1, dilaksanakan kegiatan bersama
meliputi bidang-bidang ;

~ Dalabeanaan amiatarn nandidilban varnm malin: i



a) Kegiatan pembelajaran dengan menggunakan dosen/tenaga pengajar dar Fakultas
Kedokteran Universitas Udayana sesuai dengan kurikulum pembelajaran di Politeknik
Kesehatan Kemenkes Denpasar;

b) Penggunaaan laboratorium di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana sebagai
tempat praktek mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar;

b. Penelitian, perencanaan dan pengkajian pengembangan di berbagai bidang;
c. Pengabdian kepada masyarakat;
d. Lokakarya, seminar dan kegiatan ilmiah lainnya;

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN
1. PIHAK PERTAMA berhak:

a. Mendapatkan informasi yang dibutuhkan oleh Politeknik Kesehatan Kemenkes
Denpasar untuk membangun program pembelajaran didalam meningkatkan mutu
pendidikan;

b. Mendapatkan bimbingan dari pembimbing yang ditunjuk oleh bagian pengampu mata
kuliah tersebut diatas;

c. Mendapatkan hasil evaluasi dari mahasiswa yang telah selesai mengikuti proses belajar
mengajar dan praktek laboratorium.

2. PIHAK PERTAMA berkewajiban:

a. Setiap tahun ajaran baru, PIHAK PERTAMA mengajukan program kegiatan
pembelajaran (jadwal kuliah beserta detail tenaga pengajar) kepada PIHAK KEDUA
untuk pengaturan pelaksanaan.

b. Bagi peserta Program laboratorium yang dilaksanakan di PIHAK KEDUA, PIHAK
PERTAMA wajib menyediakan dan menempatkan tenaga edukatif untuk Dosen
Pendamping Pembimbing;

3. PIHAK KEDUA berhak:

a. Mendapatkan honorarium mengajar dan honorarium praktek laboratorium bagi dosen
yang memberikan kuliah di Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar sesuai dengan
kesepakatan;

b. Menerima laporan penilaian/evaluasi mahasiswa setelah proses belajar tersebut
berakhir.

4. PIHAK KEDUA berkewajiban:

a. Mengijinkan bagi para dosen/tenaga pengajar Fakultas Kedokteran Universitas Udayana
dengan surat tugas dari Dekan untuk mengajar di Politeknik Kesehatan Kemenkes
Denpasar sesuai dengan jadwal yang telah disepakati;

b. Untuk kegiatan Program Laboratorium, mengijinkan penggunaan sarana dan fasilitas
laboratorium untuk kegiatan praktek sepanjang tidak mengganggu kegiatan
pembelajaran di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana sesuai ketentuan yang

hardals



Pasal 4
TATA TERTIB KEGIATAN PENDIDIKAN

Para peserta didik harus mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam proses belajar
mengajar sesuai kesepakatan.

1.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat perjanjian kerjasama ini ditanggung sesuai kesepakatan PARA
PIHAK dan khususnya biaya untuk kegiatan bantuan tenaga pengajar, penguiji,
pembinaan dan pengembangan proses belajar mengajar di Politeknik Kesehatan
Kemenkes Denpasar ditanggung oleh PIHAK PERTAMA yang diatur sesuai dengan DIPA
Poltekkes Kemenkes Denpasar 2020
Biaya untuk kegiatan bantuan tenaga pengajar, penguiji, pembinaan dan pengembangan
proses belajar mengajar di Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar meliputi:
a. Honorarium dosen tidak tetap

1) Asisten Ahli: 125.000,- / SKS/ hadir

2) Lektor: Rp 150.000,- / SKS/ hadir

3) Lektor Kepala: Rp 200.000,- / SKS/ hadir
b. Honorarium pembimbing praktik:

1) Jumlah mahasiswa 2 6 orang: Rp. 600.000,- / kegiatan

2) Jumiah mahasiswa < 6 orang: Rp. 100.000,- / kegiatan
¢. Honorarium Narasumber/Pembahas: Rp 900.000,- / Jam maksimal 4 Jam apabila

kegiatan dilaksanakan 1 hari. Apabila lebih dari 1 hari kegiatan, dapat diberikan 2 jam
per hari sesuai jadwal paparan materi.

d. Uang transport: Rp 130.000,- (uang transport lokal untuk Badung)

Pasal 6
PENELITIAN

Pelaksanaan kegiatan Penelitian diselenggarakan oleh PARA PIHAK dalam bentuk:

y

Kegiatan penelitian bersama.

2. Tukar menukar informasi penelitian.

3.

Kegiatan-kegiatan penelitian lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 7

PENGABDIAN PADA MASYARAKAT, LOKAKARYA, SEMINAR DAN KEGIATAN ILMIAH

LAINNYA

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian pada Masyarakat, Lokakarya, Seminar dan Kegiatan limiah
lainnya diselenggarakan oleh PARA PIHAK dalam bentuk:

1
2.

Pengabdian pada Masyarakat bersama.
Kegiatan-kegiatan Pengabdian pada Masyarakat yang lain yang disepakati oleh PARA
DIHAK



Pasal 8
PELAKSANAAN
. Bila diperlukan, Perjanjian Kerja Sama ini akan ditindaklanjuti dengan Surat Perjanjian Kerja
yang dibuat atas persetujuan PARA PIHAK dengan berpedoman pada peraturan
perundang-undangan;
. Surat Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dirancang oleh
PARA PIHAK mengacu pada ketentuan Pasal (1)

Pasal 9
JANGKA WAKTU
. Kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK untuk jangka waktu 1
(satu) tahun dan dapat diperpanjang apabila PARA PIHAK bersepakat:
. Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai dengan kemajuan
dan perkembangan dengan ketentuan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum masa
perjanjian ini berakhir sertaPIHAK PERTAMA waijib memberitahuan kepada PIHAK
KEDUA jika hendak memperpanjang atau memperbaharui perjanjian kerjasama ini.

Pasal 10
PEMUTUSAN KERJASAMA
. Apabila salah satu pihak nyata-nyata tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dan syarat-
syarat dalam perjanjian kerjasama ini, maka pemutusan perjanjian oleh salah satu pihak
harus diberikan secara tertulis kepada pihak lainnya 3 (tiga) bulan sebelum saat
pemutusan;
. Apabila salah satu pihak berkehendak memutuskan perjanjian kerjasama oleh karena hal-
hal tertentu yang bukan karena alasan yang tercantum dalam ayat (1) pasal ini, maka
pemutusan perjanjian harus diberitahukan secara tertulis oleh salah satu pihak ke pihak
lainnya 6 (enam) bulan sebelum saat pemutusan;
. Dalam menghadapi kesulitan-kesulitan yang timbul dalam pelaksanaan ayat (1) dan ayat
(2) pasal ini yang memerilukan pemecahan oleh PARA PIHAK akan diselesaikan secara
musyawarah;
. Apabila tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah, maka akan diselesaikan menurut
perundang-undangan yang berlaku dengan memilih domisili pada wilayah hukum
Denpasar.

Pasal 11

PENUTUP

. Pelaksanaan perjanjian kerjasama ini selanjutnya akan diatur dalam pedoman-pedoman
petunjuk pelaksanaan yang akan disusun segera setelah kesepakatan ini ditandatangani;

. Kesepakatan kerjasama ini hanya dapat diubah, ditambah, atau dibatalkan atas
persetujuan PARA PIHAK;



3. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian dalam
addendum yang merupakan bagian yang tidak dapat dipidahkkan dari isi perjanjian
kerjasama ini;

4. Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua)masing-masing bermaterai cukup,
dengan ketentuan hukum yang sama dan masing-masing diserahkan kepada PARA
PIHAK.

PIHAK PERTAMA ~ - PIHAK KEDUA

-~ S
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Anak Agung Ngursh Kusumajaya, SP.MPH  $Prof. Dr. dr. | Ketut Suyasa, Sp.B.Sp.OT KA &



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA
RUMAH SAKIT BHAYANGKARA DENPASAR POLDA BALI
DENGAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA

NOMOR : PKS/01/1/HUK.8.1.1./2020/ Rumkit
NOMOR : O1/UN14.2.2/KS /2020
TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN SPESIALISTIK KEPADA

MASYARAKAT
DI RUMAH SAKIT BHAYANGKARA DENPASAR
POLDA BALI

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua
Puluh, (20-01-2020) bertempat di Denpasar Bali, kami yang bertanda
tangan di bawah ini:

L

Nama : dr. Ni Made Murtini, MARS
Jabatan : Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar.
Alamat : J1. Trijata No. 32, Denpasar — Bali.

berdasarkan surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Bali Nomor:
Kep/667/X1/2019 tentang Pemberhentian/Pengangkatan Jabatan Di
Lingkungan Polda Bali, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali, yang selanjutnya
disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : Prof. Dr. dr. I Ketut Suyasa, Sp.B., Sp.OT (K)
Jabatan : Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
Alamat : Jalan P.B Sudirman, Denpasar — Bali.

berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Udayana, Nomor:
707/UN14/KP/2017 tentang Pengangkatan Dekan  Fakultas
Kedokteran Universitas Udayana periode 2017-2021, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Universitas
Udayana yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama
disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai
berikut:



Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan bagian dari instansi Kepolisian
Negara Republik Indonesia Daerah Bali, Satuan Kerja Rumah Sakit
Bhayangkara Denpasar yang menjalankan serta mengelola fasilitas
Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar.

Bahwa PIHAK KEDUA merupakan unsur organik dibawah Universitas
Udayana dalam mengembangkan Tridarma Perguruan Tinggi yang
terdiri dari pendidikan dan pengajaran semua strata, penelitian dan
pengabdian masyarakat dalam ilmu kedokteran dan pelayanan
kesehatan yang bertanggungjawab langsung kepada Rektor Universitas
Udayana yang dipimpin oleh seorang Kepala dengan sebutan Dekan.

. PARA PIHAK bermaksud mengadakan perjanjian kerja sama

penyelenggaraan pelayanan kesehatan spesialirtik kepada masyarakat
di Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar, sesuai dengan syarat-syarat
yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini;

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

L

w

Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002
nomor 2 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 168);

. Undang-undang nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (lembaran

Negara republik Indonesia tahun 2009 nomor 143 tambahan lembaran
Negara republik Indonesia nomor 5072);

. Undang-undang nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
. Undang-undang nomer 24 tahun 2004 tentang praktik kedokteran,

lembaran Negara (LN) RI tahun 2004, nomor 116, tambahan lembaran
negara (TLN) Rl nomor 4431;

. Nota Kesepahaman antara Polda Bali dan Universitas Udayana nomor

B/19/V/2015 dan nomor 3158/UN.14/KS/2015 tentang
penyelenggaraan  pendidikan, penelitian, pengabdian kepada
masyarakat dan pengembangan kelembagaan.

bersepakat melakukan kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN
1. Maksud diselenggarakannya Perjanjian Kerja Sama ini adalah
saling mendukung dalam membina hubungan kelembagaan antara

PARA PIHAK dalam bidang pelayanan kesehatan spesialistik guna

meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit

Bhayangkara Denpasar.

2. Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah :

a. Memberikan kesempatan kepada Residen Senior Fakultas
Kedokteran  Universitas Udayana untuk mendapatkan
pengalaman di Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar.

b. Mengembangkan pelayanan kesehatan spesialistik di Rumah
Sakit Bhayangkara Denpasar.

c. Meningkatkan pelayanan kedokteran pada umumnya dan
khususnya di bidang pelayanan kesehatan spesialistik.



PASAL 2

RUANG LINGKUP

(1) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pelayanan Kesehatan
Spesialistik di Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar meliputi:

Pelayanan kesehatan spesialis Orthopaedi dan Traumatologi
Pelayanan kesehatan spesialis Anak
Pelayanan kesehatan spesialis Anastesi dan Terapi Intensif
Pelayanan kesehatan spesialis Jantung dan Pembuluh Darah
Pelayanan kesehatan spesialis Penyakit Dalam
Pelayanan kesehatan spesialis Bedah
Pelayanan kesehatan spesialis Obstetri dan Ginekologi

™o Qoo

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN
(1) HAK PIHAK PERTAMA :

a. Mendapatkan tenaga Residen Senior untuk menjamin
kesinambungan pelayanan kesehatan spesialistik di Rumah Sakit
Bhayangkara Denpasar;

b. Mendayagunakan tenaga Residen Senior untuk meningkatkan
mutu pelayanan kesehatan masyarakat di Rumah Sakit
Bhayangkara Denpasar;

c. Menerima dan mengelola semua penerimaan atas pelayanan medis
yang diakibatkan dari Perjanjian Kerja Sama ini, dalam hal ini
diwakili oleh Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar;

(2) HAK PIHAK KEDUA

a. Mendapat Surat Izin Praktek (SIP) dari Dinas Kesehatan Kota
Denpasar atas nama Residen Senior yang bertugas pada Rumah
Sakit Bhayangkara Denpasar;

b. Menentukan Residen Senior yang akan ditempatkan di Rumah
Sakit Bhayangkara Denpasar sesuai kebutuhan dan ketersediaan
tenaga dimaksud;

c. Menggunakan Sarana dan Prasarana yang disiapkan oleh PIHAK
PERTAMA;

d. Mendapatkan perlindungan terhadap segala bentuk ancaman bagi
keselamatan Residen Senior yang bertugas di Rumah Sakit
Bhayangkara Denpasar;

(3) KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

a. Mengurus penerbitan SIP kepada setiap Residen Senior yang
bertugas pada Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar;

b. Menyiapkan fasilitas pelayanan kesehatan yang diperlukan baik
peralatan maupun penunjang lainnya guna memperlancar
pelayanan di Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar baik rawat jalan
maupun rawat inap;



c. Bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang dilakukan
Residen Senior dalam rangka pelayanan kesehatan di Rumah Sakit
Bhayangkara Denpasar;

d. Menyediakan peralatan kesehatan yang dibutuhkan Residen Senior
sesuai standar dari bagian yang bersangkutan dalam pelaksanaan
tugasnya,

e. Menyediakan obat-obatan yang dibutuhkan oleh Residen Senior
sesuai standar dari bagian yang bersangkutan selama memberikan
pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar;

f. Memberikan perlindungan terhadap segala bentuk ancaman bagi

keselamatan Residen Senior yang bertugas di Rumah Sakit
Bhayangkara Denpasar.

(4) KEWAJIBAN PIHAK KEDUA :
a. Menyiapkan dan mengirim Residen Senior ke Rumah Sakit
Bhayangkara Denpasar yang diatur secara bergiliran dan

berkesinambungan,;

b. Mentaati semua peraturan yang berlaku di Rumah Sakit
Bayangkara Denpasar;

c. Melakukan monitoring dan evaluasi sebelum perjanjian kerja sama
ini berakhir;

(5) PARA PIHAK secara bersama-sama mengatur pela rotasi dan
penugasan Dokter Residen Senior di PIHAK PERTAMA sesuai dengan
kebutuhan rumah sakit.

PASAL 4
PEMBIAYAAN
Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini
ditanggung dan menjadi beban PARA PIHAK sesuai dengan kesepakatan
PARA PIHAK.

PASAL 5
JANGKA WAKTU
Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 3 (tiga) tahun sejak
Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani, dan dapat diperpanjang atas
kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 6
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA
Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau diakhiri karena :
a. Berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, dan
b. Berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.



PASAL 7

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)
Keadaan memaksa (Force Majeure) adalah suatu keadaan yang terjadi
diluar kemampuan, kesalahan, atau kekuasaan PARA PIHAK dan
menyebabkan PIHAK yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan
atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian
Kerja Sama ini. Keadaan memaksa (Force Majeure) tersebut meliputi
Bencana Alam, Banjir, Wabah, Perang (yang dinyatakan maupun yang
tidak dinyatakan), Pemberontakan, Huru-Hara, Pemogokan Umum,
Kebakaran dan Kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara
langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini;
Dalam hal terjadinya peristiwa Force Majeure maka PIHAK yang
terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut
oleh PIHAK lainnya;
PIHAK yang terkena Force Majeure wajib memberitahukan adanya
peristiwa Force Majeure tersebut kepada PIHAK yang lain secara
tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya
peristiwa Force Majeure yang dikuatkan oleh surat keterangan dari
pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa Force
Majeure tersebut;
PIHAK yang terkena Force Majeure wajib mengupayakan untuk
melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian
Kerja Sama ini segera setelah peristiwa Force Majeure berakhir;
Apabila peristiwa Force Majeure berlangsung terus hingga melebihi
atau diduga oleh PIHAK yang mengalami Force Majeure berlangsung
terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender,
maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu
Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 8
PENYELESAIAN SENGKETA MEDIS

Sengketa medis antara pasien dan Sengketa Medis antara pasien
dengan Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar (PIHAK PERTAMA) dan
atau Dokter Residen Senior (PIHAK KEDUA) karena ketidakpuasan
pasien terhadap proses atau hasil pengobatan atau pelayanan medis
oleh Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar dan atau Dokter Residen
Senior disesuaikan dan diputuskan melalui proses negosiasi atau
mediasi.

PASAL 9
GUGATAN PIHAK KETIGA
Terhadap adanya gugatan perdata atau pengaduan pidana dari pihak
ketiga yang ditujukan kepada PIHAK PERTAMA, baik secara pribadi
maupun dalam jabatan sebagai Direktur Rumah Sakit Bhayangkara
Denpasar atau gugatan tersebut ditujukan kepada tenaga Residen
Senior karena dugaan kelalaian medik atau malpraktik atau sengketa
medik dalam pelayanan medis/kesehatan yang dilakukan di Rumah
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Sakit Bhayangkara Denpasar, maka sebagai lembaga PARA PIHAK
bersepakat untuk menyelesaikan gugatan atau sengketa
medis/kesehatan tersebut secara penuh setelah dilakukan dan
diputuskan melalui proses audit medik.

PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

. Apabila terjadi sengketa berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian

Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara
musyawarah dan mufakat;

Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud
pada ayat 1 (satu) tidak tercapai maka PARA PIHAK sepakat
menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan
Negeri;

Mengenai Perjanjian dan segala akibatnya, PARA PIHAK memilih
Kediaman Hukum atau Domisili Hukum yang tetap dan umum di
kantor Panitera Pengadilan Negeri Denpasar Bali.

PASAL 11

PENUTUP
Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan
diatur dalam perjanjian tambahan/Addendum atas kesepakatan
PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Perjanjian Kerja Sama ini;
Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-
masing bermaterai Rp. 6.000,- sama bunyinya dan mempunyai
Kekuatan Hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA
PIHAK.:

PIHAK PERTAMA,

/




UNIVERSITAS el
INDONESIA

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UNIVERSITAS INDONESIA
DAN
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT NASIONAL Dr. CIPTO MANGUNKUSUMO
DAN
UNIVERSITAS UDAYANA
DAN
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SANGLAH DENPASAR
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEGIATAN AKADEMIK DAN PELAYANAN KESEHATAN
DI RSUPN DR. CIPTO MANGUNKUSUMO DAN RSUP SANGLAH DENPASAR

Nomor : 497/PKS/FK/UI/2018
Nomor :HK .03/VII.3/29018/2019
Nomor: (b/uvi4.2/ §S /20\9

Nomor: Kk o3 0t fyuy - w3 1] 27632 [ 2019

Pada hari ini, Senin, tanggal dua puluh sembilan, bulan Juli, tahun dua ribu sembilan belas (29-07-2019),
bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

i

UNIVERSITAS INDONESIA, diwakili oleh Prof. Dr. dr. Ari Fahrial Syam, Sp.PD-KGEH., MMB selaku
Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia berdasarkan Surat Pendelegasian Rektor
Universitas Indonesia Nomor: 147/SP/R-FK/BLLH/2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Universitas Indonesia sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkan Peraturan
Pemerintah No. 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia, berkedudukan di Jalan Salemba
Raya No. 4 Jakarta, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

RUMAH SAKIT UMUM PUSAT NASIONAL DR. CIPTO MANGUNKUSUMO, diwakili oleh dr. Lies Dina
Liastuti, SpJP(K), MARS, FIHA selaku Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto
Mangunkusumo, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
KP.03.03/Menkes/254/2018, tanggal 14 Mei 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan
dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia,
dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr.
Cipto Mangunkusumo, berkedudukan di Jalan Diponegoro No. 71 Jakarta Pusat, yang selanjutnya
disebut sebagai PIHAK KEDUA.

UNIVERSITAS UDAYANA, diwakili oleh Dr. dr. | Ketut Suyasa, Sp.B, Sp.OT(K) selaku Dekan
Fakultas Kedokteran Universitas Udayana berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Udayana
Nomor: 707/UN14/KP/2017 tentang Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Kedokteran
Universitas Udayana Periode Tahun 2017-2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Universitas Udayana, sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkan Peraturan Menteri
Riset, Teknologi & Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta
Universitas Udayana, berkedudukan di Jalan P.B. Sudirman, Dangin Puri Klod, Denpasar Barat, Bali,
yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KETIGA.

RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SANGLAH DENPASAR, diwakili oleh dr. | Wayan Sudana, M.Kes
selaku Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, berdasarkan Keputusan
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Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: KP.03.01/Menkes/321/2016 tanggal 15 Juni 2016 tentang
Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam dan Dari Jabatan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian
Kesehatan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Pusat
Sanglah Denpasar, berkedudukan di Jalan Diponegoro, Dauh Puri Klod, Denpasar Barat, Bali yang
selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEEMPAT.

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, dan PIHAK KEEMPAT yang selanjutnya secara
bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK, menerangkan terlebih dahulu:

1.

bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KETIGA adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang
menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan tinggi, penelitian, dan
pengabdian kepada masyarakat;

bahwa PIHAK KEDUA adalah Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo sebagai
Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang melaksanakan Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum yang berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 71 Jakarta Pusat;
bahwa PIHAK KEEMPAT adalah Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar sebagai Rumah Sakit
Pendidikan Utama bagi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dan Rumah Sakit Rujukan di Provinsi
Bali yang melaksanakan pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat sesuai dengan
perundang-undangan yang berlaku dan dipimpin oleh seorang kepala dengan sebutan Direktur Utama
yang berkedudukan di Jalan Diponegoro, Dauh Puri Klod, Denpasar Barat, Bali;

bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selama ini telah menjalin kerja sama, sebagaimana
tercantum dalam Addendum Perjanjian Kerja Sama Nomor: 200/PKS/FK/UI/2014 dan Nomor: HK
05.01/X1.3/9384/2014 antara Universitas Indonesia dan Rumah Sakit Umum Pusat Nasional dr. Cipto
Mangunkusumo tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran di Rumah Sakit Umum Pusat Nasional
dr. Cipto Mangunkusumo sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama Fakultas Kedokteran Universitas
Indonesia Nomor; 62/PKS/FK/UI/2016 dan Nomor: HK 05.01/X1.3/5748/2016;

bahwa dalam rangka menjadikan PIHAK KEEMPAT sebagai Rumah Sakit Pendidikan Satelit Fakultas
Kedokteran PIHAK PERTAMA dan menjadikan PIHAK KEDUA sebagai Rumah Sakit Pendidikan Satelit
Fakultas Kedokteran PIHAK KETIGA, dipandang periu untuk menjalin kerja sama antara PIHAK PERTAMA,
PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, dan PIHAK KEEMPAT, yang mana PIHAK KEDUA adalah Rumah Sakit
Pendidikan Utama dari Fakultas Kedokteran PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEEMPAT adalah Rumah Sakit
Pendidikan Utama dari Fakultas Kedokteran PIHAK KETIGA; dan

bahwa diadakannya Perjanjian antara PARA PIHAK sebagaimana tersebut di atas, adalah untuk
memenuhi Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 1069/MENKES/SK/X1/2008 tentang
Pedoman Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan, antara lain disebutkan bahwa kriteria Rumah
Sakit Pendidikan Satelit mensyaratkan adanya kesepakatan bersama secara tertulis antara Rumah Sakit
Pendidikan Satelit, Institusi Pendidikan Kedokteran, dan Rumah Sakit Pendidikan Utama;

bahwa PARA PIHAK mengadakan kerja sama secara kelembagaan tanpa mengganggu tugas pokok
masing-masing PIHAK, yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada
masyarakat,

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang
Penyelenggaraan Kegiatan Akademik dan Pelayanan Kesehatan di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo dan
RSUP Sanglah Denpasar (selanjutnya disebut “Perjanjian”) dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
DASAR HUKUM

Perjanjian ini disepakati berdasarkan peraturan-peraturan sebagai berikut:

1.

2.
3.
4.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
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Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tingai;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang lzin Praktik dan
Pelaksanaan Praktik Kedokteran; dan

Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1069/Menkes/SK/XI/2008 tentang Pedoman Klasifikasi dan
Standar Rumah Sakit Pendidikan.

PASAL 2
KETENTUAN UMUM

Jika tidak secara tegas dinyatakan lain, maka istilah dalam Perjanjian ini harus diartikan sebagai berikut:

1
2.

3.

N -

FKUI adalah Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.

Kegiatan Akademik adalah kegiatan yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian/pelayanan
kepada masyarakat di Ul.

Kerja Sama adalah kegiatan yang diatur dalam Perjanjian antara FK PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA,
FK PIHAK KETIGA, dan PIHAK KEEMPAT dengan melibatkan semua satuan organisasi di bawahnya
untuk menunjang, melaksanakan, dan meningkatkan mutu sesuai tugas dan fungsi masing-masing
PIHAK.

Komkordik adalah Komite Koordinasi Pendidikan.

Pelayanan adalah pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat sebagai bagian dari program
Pendidikan dokter spesialis dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan di lingkungan
PIHAK KEDUA.

Pendidikan adalah Program Pendidikan di FKUI dan FK UNUD yang diselenggarakan di lingkungan FK
PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, FK PIHAK KETIGA, dan PIHAK KEEMPAT.

Penelitian adalah semua program penelitian kedokteran dan kesehatan yang diselenggarakan di
lingkungan FK PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, FK PIHAK KETIGA, dan PIHAK KEEMPAT.

Peserta Didik adalah peserta Program Pendidikan Dokter, Program Pendidikan Dokter Spesialis,
Program Pendidikan Dokter Subspesialis, Program Pendidikan Magister, dan Program Pendidikan Doktor
dari FK PIHAK PERTAMA dan FK PIHAK KETIGA.

Sumber Daya adalah sumber daya manusia, sarana, prasarana dan bahan habis pakai yang berada
dalam ruang lingkup FK PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, FK PIHAK KETIGA, dan PIHAK KEEMPAT
serta dipergunakan dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

PASAL 3
MAKSUD DAN TUJUAN

Menyelenggarakan Kegiatan Akademik di PIHAK KEDUA dan PIHAK KEEMPAT.

Meningkatkan mutu Kegiatan Akademik dan kapasitas sarana Kegiatan Akademik.

Meningkatkan jumlah lulusan Peserta Didik yang kompeten dan profesional.

Menjadikan PIHAK KEEMPAT sebagai Rumah Sakit Pendidikan Satelit Fakultas Kedokteran PIHAK
PERTAMA.

PASAL 4
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kerja Sama ini adalah penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pelayanan/pengabdian
masyarakat yang dilaksanakan di lingkungan PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, dan
PIHAK KEEMPAT, serta peningkatan dan pengembangan kompetensi Sumber Daya manusia dan kegiatan
lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.
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PASAL §
STANDAR KEGIATAN AKADEMIK DAN PELAYANAN KESEHATAN
Penyelenggaraan Kegiatan Akademik Peserta Didik di FK PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, FK
PIHAK KETIGA, dan PIHAK KEEMPAT dilakukan berdasarkan kurikulum dan pedoman
penyelenggaraan Kegiatan Akademik yang telah ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK
KETIGA.
Peraturan akademik dan tata tertib yang berlaku.
Standar profesi, standar Pelayanan kesehatan, dan etika yang berlaku.
Peraturan perundang-undangan yang berlaku pada umumnya dan khususnya yang berkaitan dengan

Pelayanan kesehatan dan praktik kedokteran.
Peraturan internal yang berlaku di PARA PIHAK.

PASAL 6
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA
a. PIHAK PERTAMA berhak:

1) bersama PIHAK KETIGA menentukan tingkat kompetensi, jangka waktu, dan jumlah Peserta
Didik yang akan menyelenggarakan Kegiatan Akademik dan Pelayanan Kesehatan di PIHAK
KEEMPAT;

2) memberikan usulan mengenai hal-hal yang berkaitan dalam penyelenggaraan Kegiatan
Akademik dan Pelayanan Kesehatan oleh Peserta Didik di PIHAK KEEMPAT;

3) mendapatkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan Peserta Didik dari PIHAK KETIGA:

4) menyampaikan keluhan kepada PIHAK KETIGA mengenai hal-hal yang berkaitan dengan
berlangsungnya penyelenggaraan Kegiatan Akademik di PIHAK KEEMPAT; dan

5) memberikan teguran baik secara lisan maupun tertulis apabila PIHAK lain melalaikan kewajiban
sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.

b. PIHAK PERTAMA berkewajiban:

1) bersama PIHAK KEDUA mengajukan rencana program Kegiatan Akademik yang akan
diselenggarakan di PIHAK KEEMPAT;

2) bersama PIHAK KEDUA mempersiapkan dan mengatur jadwal pengiriman Peserta Didik yang
akan menyelenggarakan Kegiatan Akademik di PIHAK KEEMPAT:;

3) bersama PIHAK KETIGA mewujudkan PIHAK KEEMPAT sebagai Rumah Sakit Pendidikan
Satelit FK PIHAK PERTAMA sesuai pedoman atau standar rumah sakit Pendidikan yang
ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4) bersama PIHAK KETIGA mempersiapkan berbagai Sumber Daya yang dimiliki, untuk
terselenggaranya Kegiatan Akademik di PIHAK KEEMPAT;

5) mempersiapkan kurikulum/modul Kegiatan Akademik yang akan dilaksanakan di PIHAK
KEEMPAT;

6) mengirimkan Peserta Didik yang akan menyelenggarakan Kegiatan Akademik di PIHAK
KEEMPAT,

7) menyampaikan program penyelenggaraan Pendidikan bagi Peserta Didik kepada PIHAK
KEEMPAT;

8) membayar biaya penggantian atas kerusakan alat/sarana yang rusak akibat
kelalian/kecerobohan Peserta Didik dari PIHAK PERTAMA yang dikirim ke PIHAK KEEMPAT:

9) membayar penggantian biaya Orientasi Peserta Didik sesuai standar akreditasi rumah sakit
PIHAK KEEMPAT.

10) melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan Peserta Didik PIHAK KETIGA:

11) memberikan teguran atau peringatan secara tertulis kepada Peserta Didik, yang tidak
melaksanakan atau melanggar:

a) peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
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b) ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Perjanjian ini; dan/atau
c) peraturan internal PIHAK KEEMPAT: dan/atau
d) etika kedokteran; dan

12) salinan teguran atau peringatan sebagaimana dimaksud butir 11 tersebut di atas, ditembuskan

kepada PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, dan PIHAK KEEMPAT dengan disertai kronologis
kejadian secara tertulis mengenai jenis pelanggaran yang dilakukan.

13) bertanggung jawab dalam melaksanakan bimbingan bagi Peserta Didik yang dikirim oleh PIHAK

KETIGA.

2. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA
a. PIHAK KEDUA berhak:

1)
2)

bersama PIHAK PERTAMA menentukan jangka waktu dan jumlah Peserta Didik yang akan
menyelenggarakan Kegiatan Akademik dan Pelayanan Kesehatan di PIHAK KEDUA:
mendapatkan jaminan fidak terganggunya Pelayanan yang ada di PIHAK KEDUA atas
pelaksanaan Perjanjian ini;

mendapatkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan Peserta Didik dari PIHAK PERTAMA:
mengatur penempatan dan jadwal kegiatan bagi Peserta Didik selama berada di PIHAK KEDUA:
memberikan teguran baik secara lisan maupun tertulis apabila PIHAK lain melalaikan kewajiban
sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini;

memperoleh  biaya penggantian atas kerusakan alat/sarana yang rusak akibat
kelalian/kecerobohan Peserta Didik dari PIHAK KETIGA;

memperoleh penggantian biaya Orientasi Peserta Didik sesuai standar akreditasi rumah sakit
PIHAK KEDUA,;

memperoleh dokumen hasil pemeriksaan Medical Check Up rutin dan vaksinasi yang harus
dilakukan pada Peserta Didik sesuai standar akreditasi yang berlaku di PIHAK KEDUA: dan
menyampaikan keluhan kepada PIHAK PERTAMA, PIHAK KETIGA, dan PIHAK KEEMPAT
mengenai hal-hal yang berkaitan dengan berlangsungnya penyelenggaraan Kegiatan Akademik
dan Pelayanan Kesehatan serta perilaku Peserta Didik.

b. PIHAK KEDUA berkewaijiban:

1)
2)
3)
4)

5)

bersama PIHAK PERTAMA mengajukan rencana program Kegiatan Akademik yang akan
diselenggarakan di PIHAK KEEMPAT;

bersama PIHAK PERTAMA mempersiapkan dan mengatur jadwal pengiriman Peserta Didik yang
akan menyelenggarakan Kegiatan Akademik di PIHAK KEEMPAT:;

bersama PIHAK PERTAMA mempersiapkan berbagai Sumber Daya yang dimiliki, untuk
terselenggaranya Kegiatan Akademik di PIHAK KEDUA,

memberikan kesempatan kepada Peserta Didik untuk meningkatkan pengalaman dan
keterampilan, sesuai dengan fasilitas yang ada di PIHAK KEDUA:

mengelola penyelenggaraan Kegiatan Akademik dalam Pelayanan kesehatan di PIHAK KEDUA
agar dapat berlangsung dengan lancar dan aman:

memberikan perlindungan hukum bagi Peserta Didik yang memberikan Pelayanan kesehatan
sesuai dengan kompetensinya di PIHAK KEDUA;

menyediakan sarana dan prasarana di PIHAK KEDUA untuk penyelenggaraan Kegiatan
Akademik, dalam keadaan siap pakai dan aman penggunaannya

memberikan teguran atau peringatan secara tertulis kepada Peserta Didik, yang tidak
melaksanakan atau melanggar:

a) peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau

b) ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Perjanjian ini; dan/atau

c) peraturan internal PIHAK KEDUA; dan/atau

d) etika kedokteran;

salinan teguran atau peringatan sebagaimana dimaksud butir 8 tersebut di atas, ditembuskan
kepada PIHAK PERTAMA, PIHAK KETIGA, dan PIHAK KEEMPAT dengan disertai kronologis
kejadian secara tertulis mengenai jenis pelanggaran yang dilakukan; dan
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melakukan penanganan awal terhadap kecelakaan kerja yang terjadi pada Peserta Didik dengan
biaya yang ditanggung oleh PIHAK KETIGA .

3. Hak dan Kewajiban PIHAK KETIGA
a. PIHAK KETIGA berhak:

)

2)

3)
4)

)

bersama PIHAK PERTAMA menentukan tingkat kompetensi, jangka waktu, dan jumlah Peserta
Didik yang akan menyelenggarakan Kegiatan Akademik dan Pelayanan Kesehatan di PIHAK
KEDUA;

memberikan usulan mengenai hal-hal yang berkaitan dalam penyelenggaraan Kegiatan
Akademik dan Pelayanan Kesehatan oleh Peserta Didik di PIHAK KEDUA,;

mendapatkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan Peserta Didik dari PIHAK PERTAMA,
menyampaikan keluhan kepada PIHAK PERTAMA mengenai hal-hal yang berkaitan dengan
berlangsungnya penyelenggaraan Kegiatan Akademik di PIHAK KEDUA; dan

memberikan teguran baik secara lisan maupun tertulis apabila PIHAK lain melalaikan kewajiban
sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.

b. PIHAK KETIGA berkewajiban:

1)

12)

13)

bersama PIHAK KEEMPAT mengajukan rencana program Kegiatan Akademik yang akan
diselenggarakan di PIHAK KEDUA,;

bersama PIHAK KEEMPAT mempersiapkan dan mengatur jadwal pengiriman Peserta Didik
yang akan menyelenggarakan Kegiatan Akademik di PIHAK KEDUA;

bersama PIHAK PERTAMA mewujudkan PIHAK KEDUA sebagai Rumah Sakit Pendidikan
Satelit FK PIHAK KETIGA sesuai pedoman atau standar rumah sakit Pendidikan yang
ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

bersama PIHAK PERTAMA mempersiapkan berbagai Sumber Daya yang dimiliki, untuk
terselenggaranya Kegiatan Akademik di PIHAK KEDUA,;

mempersiapkan kurikulum/modul Kegiatan Akademik yang akan dilaksanakan di PIHAK KEDUA;
mengirimkan Peserta Didik yang akan menyelenggarakan Kegiatan Akademik di PIHAK KEDUA,;
menyampaikan program penyelenggaraan Pendidikan bagi Peserta Didik kepada PIHAK
KEDUA;

membayar biaya penggantian atas kerusakan alat/sarana yang rusak akibat
kelalaian/kecerobohan Peserta Didik dari PIHAK KETIGA yang dikirim ke PIHAK KEDUA,;
membayar penggantian biaya Orientasi Peserta Didik sesuai standar akreditasi rumah sakit
PIHAK KEDUA

melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan Peserta Didik PIHAK PERTAMA,;

memberikan teguran atau peringatan secara tertulis kepada Peserta Didik, yang tidak
melaksanakan atau melanggar:

a) peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau

b) ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Perjanjian ini; dan/atau

c) peraturan internal PIHAK KEDUA; dan/atau

d) etika kedokteran; dan

salinan teguran atau peringatan sebagaimana dimaksud butir 11 tersebut di atas, ditembuskan
kepada PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEEMPAT dengan disertai kronologis
kejadian secara tertulis mengenai jenis pelanggaran yang dilakukan.

bertanggung jawab dalam melaksanakan bimbingan bagi Peserta Didik yang dikirim oleh PIHAK
PERTAMA.

4. Hak dan Kewajiban PIHAK KEEMPAT
a. PIHAK KEEMPAT berhak:

1)
2)

3)

bersama PIHAK KETIGA menentukan jangka waktu dan jumlah Peserta Didik yang akan
menyelenggarakan Kegiatan Akademik dan Pelayanan Kesehatan di PIHAK KEEMPAT;
mendapatkan jaminan tidak terganggunya Pelayanan yang ada di PIHAK KEEMPAT atas
pelaksanaan Perjanjian ini;

mendapatkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan Peserta Didik dari PIHAK KETIGA;
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mengatur penempatan dan jadwal kegiatan bagi Peserta Didik selama berada di PIHAK
KEEMPAT;
memberikan teguran baik secara lisan maupun tertulis apabila PIHAK lain melalaikan kewajiban
sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini;
memperoleh  biaya penggantian atas kerusakan alat/sarana yang rusak akibat
kelalaian/kecerobohan Peserta Didik dari PIHAK PERTAMA;
memperoleh penggantian biaya Orientasi Peserta Didik sesuai standar akreditasi rumah sakit
PIHAK KEEMPAT;
memperoleh dokumen hasil pemeriksaan Medical Check Up rutin dan vaksinasi yang harus
dilakukan pada Peserta Didik sesuai standar akreditasi yang berlaku di PIHAK KEEMPAT:; dan
menyampaikan keluhan kepada PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA
mengenai hal-hal yang berkaitan dengan berlangsungnya penyelenggaraan Kegiatan Akademik
dan Pelayanan Kesehatan serta perilaku Peserta Didik.

b. PIHAK KEEMPAT berkewajiban:

1)
2)

3)

10)

bersama PIHAK KETIGA mengajukan rencana program Kegiatan Akademik yang akan
diselenggarakan di PIHAK KEDUA,;

bersama PIHAK KETIGA mempersiapkan dan mengatur jadwal pengiriman Peserta Didik yang
akan menyelenggarakan Kegiatan Akademik di PIHAK KEDUA,;

bersama PIHAK KETIGA mempersiapkan berbagai Sumber Daya yang dimiliki, untuk
terselenggaranya Kegiatan Akademik di PIHAK KEEMPAT:;

memberikan kesempatan kepada Peserta Didik untuk meningkatkan pengalaman dan
keterampilan, sesuai dengan fasilitas yang ada di PIHAK KEEMPAT:

mengelola penyelenggaraan Kegiatan Akademik dalam Pelayanan kesehatan di PIHAK
KEEMPAT agar dapat berlangsung dengan lancar dan aman:

memberikan perlindungan hukum bagi Peserta Didik yang memberikan Pelayanan kesehatan
sesuai dengan kompetensinya di PIHAK KEEMPAT;

menyediakan sarana dan prasarana di PIHAK KEEMPAT untuk penyelenggaraan Kegiatan
Akademik, dalam keadaan siap pakai dan aman penggunaannya:;

memberikan teguran atau peringatan secara fertulis kepada Peserta Didik, yang tidak
melaksanakan atau melanggar:

a) peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau

b) ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Perjanjian ini; dan/atau

c) peraturan internal PIHAK KEEMPAT; dan/atau

d) etika kedokteran;

salinan teguran atau peringatan sebagaimana dimaksud butir 8 tersebut di atas, ditembuskan
kepada PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA dengan disertai kronologis
kejadian secara tertulis mengenai jenis pelanggaran yang dilakukan; dan

melakukan penanganan awal terhadap kecelakaan kerja yang terjadi pada Peserta Didik dengan
biaya yang ditanggung oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 7
HONORARIUM

Besarnya dan mekanisme pemberian honorarium bagi Peserta Didik yang memberikan Pelayanan kesehatan
dalam rangka Kegiatan Akademik di PIHAK KEDUA dan PIHAK KEEMPAT, akan diatur berdasarkan
kesepakatan PARA PIHAK.
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PASAL 8
PENELITIAN

(1) Bagi Peserta Didik yang ingin melakukan Penelitian, baik yang menggunakan subjek manusia atau
bukan, harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari PARA PIHAK dan harus lulus dari kaji etik
(ethical clearance) yang dilakukan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA atau PIHAK berwenang yang
ditunjuknya dan juga harus lulus dari kaji etik (ethical clearance) yang dilakukan PIHAK KETIGA dan
PIHAK KEEMPAT atau PIHAK berwenang yang ditunjuknya.

(2) Bahwa hak atas kekayaan intelektual terhadap Penelitian yang dilakukan ayat (1) tersebut di atas, diatur
terpisah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK atau sesuai peraturan yang berlaku.

(3) PARA PIHAK baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dimungkinkan memperoleh
kemudahan menggunakan fasilitas PARA PIHAK untuk melakukan Penelitian sesuai ketentuan yang
berlaku.

PASAL 9
KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAIN

PARA PIHAK dapat mengadakan Kerja Sama dengan PIHAK lain seperti institusi pendidikan/non pendidikan
baik dalam maupun luar negeri untuk meningkatkan mutu Kegiatan Akademik di PIHAK PERTAMA, PIHAK
KEDUA, PIHAK KETIGA, dan PIHAK KEEMPAT.

PASAL 10
KOMITE KOORDINASI PENDIDIKAN (KOMKORDIK)

KOMKORDIK PIHAK KEDUA dan PIHAK KEEMPAT melakukan monitoring dan evaluasi Pelaksanaan
Penyelenggaraan Kegiatan Akademik dan Pelayanan Kesehatan di masing-masing PIHAK.

PASAL 11
GUGATAN HUKUM DARI PIHAK LAIN

(1) Adanya gugatan hukum dari PIHAK lain yang disebabkan oleh karena adanya dugaan kesalahan atau
kelalaian medik yang dilakukan oleh Peserta Didik yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian ini, maka
PARA PIHAK sepakat dan setuju bahwa untuk pemenuhan gugatan hukum tersebut termasuk biaya
yang timbul untuk proses atau beracara dalam menghadapi gugatan hukum tersebut dibebankan pada
PIHAK PERTAMA atau PIHAK KETIGA tergantung Institusi dimana Peserta Didik tersebut bernaung.

(2) Adanya gugatan hukum dari PIHAK lain yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian berkaitan
dengan kelaikan sarana atau fasilitas, yang mengakibatkan kerugian terhadap kesehatan pasien atau
orang lain atau membahayakan nyawa pasien atau orang lain di PIHAK KEDUA atau PIHAK KEEMPAT
yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian ini, maka PIHAK dimana alat tersebut ditempatkan akan
bertanggung jawab atas pemenuhan gugatan hukum tersebut termasuk biaya yang timbul untuk proses
atau beracara dalam menghadapi gugatan hukum tersebut.

(3) Bahwa Peserta Didik yang terlibat dalam Perjanjian ini, dianjurkan memiliki asuransi profesi/asuransi
tanggung gugat untuk mengantisipasi timbulnya gugatan hukum dari salah satu PIHAK.

(4) Bahwa biaya untuk asuransi profesi/asuransi tanggung gugat sebagaimana dimaksud ayat (3) tersebut di
atas, ditanggung sepenuhnya oleh masing-masing PIHAK yang bersangkutan.

PASAL 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK
selalu berusaha menjaga hubungan baik satu terhadap yang lainnya, serta memilih musyawarah untuk
mufakat.
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Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, PARA PIHAK sepakat
menyelesaikan melalui jalur hukum yang berlaku, dan sepakat memilih Pengadilan Negeri di wilayah
terjadinya perselisihan untuk penyelesaian perselisihan.

PASAL 13
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA
PIHAK.

PIHAK yang ingin memperpanjang Perjanjian ini, harus menyatakan kepada PIHAK lainnya secara
tertulis, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian ini berakhir.

Salah satu PIHAK tidak dapat membatalkan atau mengakhiri Perjanjian ini sebelum jangka waktu
sebagaimana dimaksud ayat (1) tersebut di atas berakhir, kecuali atas persetujuan tertulis PARA PIHAK
dan dengan mengutarakan alasan pembatalan atau pengakhiran Perjanjian.

Perjanjian yang berakhir karena sebab ayat (1) dan (3) tersebut di atas, tidak menghapus atau
membebaskan kewajiban yang masih ada dan harus dipenuhi oleh salah satu PIHAK terhadap PIHAK
lainnya atau kewajiban terhadap pasien.

Perjanjian yang berakhir karena ketentuan ayat (1) dan (3) tersebut di atas, maka PARA PIHAK sepakat
tidak perlu melalui keputusan Pengadilan.

PASAL 14
PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN

Segala perubahan atau penambahan dari Perjanjian ini, harus atas persetujuan secara tertulis oleh PARA
PIHAK, dan dituangkan secara tertulis dalam Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Perjanjian ini.
PASAL 15
LARANGAN PEMBERIAN HADIAH DAN KOMISI
(1) PARA PIHAK atau perwakilan atau kuasa atau orang yang bekerja untuk PARA PIHAK tidak

(2)

(3)

(1)

diperkenankan mengikatkan atau mencoba melakukan pemberian hadiah atau komisi, rabat atau bentuk
apapun lainnya kepada pegawai PARA PIHAK yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.

PARA PIHAK atau perwakilan atau kuasa atau orang yang bekerja untuk PARA PIHAK dilarang untuk
menawarkan, memberikan atau setuju untuk memberikan hadiah, komisi, rabat atau bentuk apapun
lainnya kepada pegawai PARA PIHAK yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.

PARA PIHAK dapat mengakhiri Perjanjian, apabila PARA PIHAK berdasarkan alasan yang jelas
menemukan bahwa PARA PIHAK atau perwakilan atau kuasa atau orang yang bekerja pada PARA
PIHAK telah bekerjasama atau mencoba untuk bekerjasama dalam rangka pemberian hadiah atau
komisi rabat dalam bentuk apapun kepada pegawai PARA PIHAK.

PASAL 16
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

Yang dimaksud dengan force majeure dalam Perjanjian ini adalah seluruh peristiwa yang terjadi di luar
kemampuan masing-masing PIHAK, baik secara langsung maupun tidak langsung, meskipun PIHAK
yang mengalaminya tersebut telah melakukan tindakan pencegahan dan kejadian itu secara nyata bukan
disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan PIHAK tersebut, yaitu peristiwa-peristiwa berupa, termasuk
tetapi tidak terbatas, pada kejadian yang disebabkan oleh gempa bumi, banjir, angin topan, kilat,
halilintar, pemogokan, demonstrasi, huru-hara, sabotase, kerusuhan sosial atau penundaan/penghentian
pekerjaan atau kewajiban berdasarkan Perjanjian ini yang diakibatkan adanya Peraturan Pemerintah
yang berwenang.
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PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan
Perjanjian ini sebagai akibat dari suatu peristiwa force majeure tersebut.

Dalam hal terjadi peristiwa force majeure sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu
PIHAK, maka PIHAK yang mengalami peristiwa force majeure tersebut harus memberitahukan secara
tertulis kalau perlu disertai dengan keterangan dari instansi yang berwenang atas peristiwa force majeure
tersebut kepada PIHAK lainnya, yaitu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak
terjadinya force majeure tersebut.

Apabila PIHAK yang mengalami peristiwa force majeure tersebut lalai untuk memberitahukan kepada
PIHAK lainnya dalam kurun waktu sebagaimana yang dimaksud ayat (3), maka seluruh kerugian, risiko
dan konsekuensi yang mungkin timbul adalah menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK yang
mengalami keadaan force majeure tersebut.

Apabila PIHAK yang tidak terkena kejadian force majeure tersebut dalam jangka waktu 14 (empat belas)
hari kerja setelah menerima pemberitahuan secara tertulis seperti dimaksud ayat (3), tidak
memberitahukan jawabannya kepada PIHAK yang terkena peristiwa force majeure tersebut, maka
penundaan/penghentian sementara pekerjaan atau pembebasan sementara tanggung jawab atas
keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan pekerjaan tersebut, dianggap telah memperoleh
persetujuan.

PASAL 17
PEMBERITAHUAN

Setiap pemberitahuan mengenai Perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat melalui (a)
pengiriman secara langsung, (b) surat tercatat, dan (c) faksimili kepada masing-masing PIHAK sebagai
berikut:

PIHAK PERTAMA

Universitas Indonesia

Alamat : Jalan Salemba Raya No. 4 Jakarta Pusat
Telepon : (021) 31930371, 31930373

Email : krsipfkui@gmail.com; lIh.fkui@gmail.com

u.p : Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia

Cc: Manajer Akademik dan Kemahasiswaan

PIHAK KEDUA

Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo

Alamat - Jalan Diponegoro No. 71 Jakarta Pusat

Telepon 1 (021) 31926377, 31934044

Email : hukor_rscm@yahoo.com; komkordikrscm@gmail.com

u.p : Direktur SDM & Pendidikan

PIHAK KETIGA

Universitas Udayana

Alamat » Jalan P.B. Sudirman, Dangin Puri Klod, Denpasar Barat, Bali
Telepon : (0361) 222510

Email : dekanfk@unud.ac.id

u.p. : Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana

PIHAK KEEMPAT

Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar

Alamat : Jalan Kesehatan No.1, Dauh Puri Klod, Denpasar Barat, Bali
Telepon : (0361) 227911-15

Email . putunurhaeni@yahoo.co.id

u.p. : Direktur Utama RSUP Sanglah Denpasar
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Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian ini, maka segala pemberitahuan dan korespondensi sehubungan

dengan Perjanjian ini dianggap telah disampaikan dan diterima pada saat:

a. tanggal penerimaan surat tersebut dengan tanda bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi
atau buku tanda terima pengirim apabila dikirim sendiri secara langsung;

b. apabila melalui surat tercatat, 14 (empat belas) hari kerja setelah pengiriman surat tersebut;

c. apabila melalui faksimili, pada saat adanya konfirmasi bahwa berita tersebut diterima oleh PIHAK
yang bersangkutan;

d. jika dilakukan lebih dari satu cara sebagaimana diatur dalam butir a, b, dan c tersebut di atas, maka
pemberitahuan tersebut dianggap telah disampaikan melalui cara yang paling efektif. Segala
pemberitahuan dan dokumen yang berhubungan dengan Perjanjian ini dilaksanakan dalam Bahasa
Indonesia.

Setiap perubahan alamat yang tercantum/diatur pada ayat (1) tersebut di atas wajib diberitahukan secara

tertulis oleh PIHAK yang bersangkutan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari

kerja sebelumnya. Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum/diatur
dalam Perjanjian ini adalah alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK.

PASAL 18
PENUTUP

PARA PIHAK sepakat untuk saling menjaga kerahasiaan informasi sehubungan dengan Perjanjian ini,
kecuali jika kerahasiaan informasi tersebut diminta untuk keperluan penyidikan sesuai ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.

Perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat terhadap PARA PIHAK walaupun para pejabat yang
menandatangani Perjanjian ini mengalami pergantian.

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 4 (empat), bermeterai cukup, dan satu sama lain sama
bunyinya, ditandatangani oleh PARA PIHAK, yang untuk masing-masing PIHAK mendapatkan 1 (satu)
rangkap, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

iversitas Indonesia Rumah Sakit Umum Pusat Nasional
ﬂ,,s.DEm\Fakultas Kedokteran ﬂl/ Dr. Cipto Mangunkusurr[é
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PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA
DENGAN
YAYASAN CAHAYA MUTIARA UBUD

NOMOR : 42/UN14.2.2/KS/2019
NOMOR : 03/YCMU/VIII/2019

TENTANG
PENYELENGGARAAN DI BIDANG PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT PADA PROGRAM STUDI MAGISTER FISIOLOGI
KEOLAHRAGAAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA

Pada hari ini Senin, tanggal Dua bulan September tahun Dua Ribu Sembilan
Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :Dr. dr. I Ketut Suyasa, Sp.B, Sp.OT, (K)
Jabatan : Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana
Alamat :Jl. P.B. Sudirman Denpasar Bali
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran
Universitas Udayana yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama :IKetut Budiarsa
Jabatan : Ketua Yayasan Cahaya Mutiara, Ubud Kabupaten Gianyar
Alamat : Tampaksiring, Gianyar Bali
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Cahaya Mutiara,
Ubud Kabupaten Gianyar yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut
PARA PIHAK, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam rangka
penyelenggaraan di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada
Program Studi Magister Fisiologi Keolahragaan yang dituangkan dalam pasal-
pasal seperti berikut:



UMUM
Pasal 1

Perjanjian Kerja Sama ini sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara
Universitas Udayana dengan Yayasan Cahaya Mutiara Ubud Nomor
4250/UN.14/KS/2017 dan Nomor 01/YCMU/02/2017 dalam rangka
penyelenggaraan di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada
Program Studi Magister Fisiologi Keolahragaan Fakultas Kedokteran Universitas
Udayana.

TUJUAN
Pasal 2

Kerja Sama ini bertujuan untuk mewujudkan peningkatan dan keberlanjutan
pelaksanaan pendidikan pada Program Studi Magister Fisiologi Keolahragaan
Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

RUANG LINGKUP
Pasal 3

Perjanjian Kerja Sama ini meliputi bantuan dalam pengembangan pendidikan di
bidang penelitian dan pengabdian masyarakat Program Studi Magister Fisiologi
Keolahragaan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 4

HAK PIHAK PERTAMA :
Memanfaatkan tempat PIHAK KEDUA sebagai wahana pendidikan dalam
rangka pengembangan pendidikan di bidang penelitian dan pengabdian
masyarakat Program Studi Magister Fisiologi Keolahragaan Fakultas
Kedokteran Universitas Udayana.

HAK PIHAK KEDUA :
Mendapatkan bantuan dalam rangka pengembangan pendidikan di bidang
penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan PIHAK PERTAMA di
tempat PIHAK KEDUA.



KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA :
Menyediakan dan memberikan bantuan kepada PIHAK KEDUA terkait
dengan pelaksanaan pengembangan pendidikan di bidang penelitian dan
pengabdian masyarakat Program Studi Magister Fisiologi Keolahragaan
Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA :
Memberikan bantuan dalam rangka pengembangan pendidikan di bidang
penelitian dan pengabdian masyarakat yang disesuaikan dengan
kebutuhan PIHAK PERTAMA.

PELAKSANAAN
Pasal 5

1. Pemberian dukungan dan memfasilitasi bagi kegiatan pengabdian dan
penelitian oleh PIHAK KEDUA terhadap PIHAK PERTAMA dalam rangka
pengembangan sumber daya manusia yang akan dilaksanakan secara
bertahap dan terus menerus dengan mengacu kepada Rencana Induk
Pengembangan (RIP) PIHAK PERTAMA;

2. PARA PIHAK menjaga agar pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak
menyimpang dari tujuan sebagaimana tersebut pada Pasal 2 Perjanjian ini;

3. Jika terjadi kesalahpahaman dan atau perselisihan dalam pelaksanaan
Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah
mufakat oleh PARA PIHAK.

BIAYA
Pasal 6

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini
ditanggung dan menjadi beban PIHAK PERTAMA sesuai dengan kesepakatan
PARA PIHAK yang akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Kerja yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.



JANGKA WAKTU
Pasal 7

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlangsung untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun
sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan
kesepakatan PARA PIHAK;

2. Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan berakhir sebelum waktunya apabila
terjadi pergantian Jabatan pada PARA PIHAK;

3. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atau diperbaharui selambat —
lambatnya 6 (enam) bulan sebelum Perjanjian Kerjasama ini berakhir.

PERALIHAN DAN PENUTUP
Pasal 8

1. Setiap perubahan yang dilakukan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama
ini akan dimusyawarahkan oleh PARA PIHAK;

2. Hal - hal lain yang belum diatur dan ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama
ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam suatu
Addendum, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja
Sama ini;

3. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), yang masing -
masing sama bunyinya dan ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup,
serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing — masing untuk PARA
PIHAK.

PIHAK KEDUA
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